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Justiar Harap RMP
Batu Betumpang Jadi

Sentra Produksi

PULAUBESAR - Bupati
Bangka Selatan (Basel), H.
Justiar Noer berharap dengan
Rice Milling Plant (RMP)
atau mesin penggiling
padi yang dilengkapi
dengan gudang di
Desa Batu Betum-
pang, Kecamatan
Pulau Besar dapat

menjadikan daerah tersebut
sebagai sentra penghasil
beras.

Hal tersebut disampaikan
Justiar saat mengunjungi

RMP di Desa Batu
Betumpang bersama

dengan perwakilan
ke Hal 11 Kol 1

MENAMBANG di Hutan
Lindung Sijuk, BISA DAMAI?
Pol PP dan Penambang Diklaim Ingin Damai
Sukirman: Proses Hukum Harus Tetap Jalan

Menambang di Hutan Lindung Sijuk, Bisa Damai?
Jika terjadi, itu preseden buruk penegakan hukum…

Nilai IDI Babel Turun Drastis
Harga lada, timah, sawit turun, kini nilai IDI juga ckckck…

cerudik

PANGKALPINANG -
Kasus pengerusakan mobil dinas
Wakil Gubernur Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
(Pemprov Babel) oleh masya-
rakat penambang, dan pem-
bakaran ponton tambang yang
dilakukan para anggota Satuan
Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP)
Pemprov Babel di kawasan
penambangan ilegal Hutan

Lindung Pantai aliran Sungai Air
Sengkelik Kecamatan Sijuk,
Kabupaten Belitung beberapa
waktu lalu, sepertinya akan
berakhir damai.

Hal ini terungkap dalam rapat
dengar pendapat (RDP) yang
digelar DPRD Provinsi Babel
bersama pihak Polda dan Satpol
PP terkait kasus itu, di Ruang
B a n m u s ke Hal 11 Kol 1

Soal Tenaga Kontrak Petugas Kebersihan
Diputus Kontrak, Pasukan
Lebah Usia Lanjut Protes
Kadin DLH Hindari Tangan Dua Jadi Satu
Minta Kebijakan Tertulis Bupati Belitung
TANJUNGPANDAN -

DPRD Kabupaten Belitung,
menggelar Rapat Dengar Pen-

dapat (RDP) menindaklanjuti
nasib sejumlah petugas keber-
sihan atau ke Hal 11 Kol 1

Puluhan Warga dan
Pemilik Ruko Bersitegang

Gegara Bau Busuk Limbah Usaha Penyewa
SUNGAILIAT - Puluhan

warga yang bermukim di Gang
Keluarga, Lingkungan Air

Anyut, Kecamatan Sungailiat
Kabupaten Bangka, mendatangi
k e d i a m a n ke Hal 11 Kol 5

Jual Gas Diatas HET, Izin
Pangkalan Limbang Dicabut
SUNGAILIAT - PT Karya

Gas Kencana yang merupakan
agen gas elpiji bersubsidi 3 Kg,

secara resmi mencabut izin
pangkalan milik Syahrial di
lingkungan ke Hal 11 Kol 5

Yunan Menolak Tawaran
Jabatan dari Bupati

Markus: Kita Sudah Lakukan Sesuai
Rekomendasi KASN

PANGKALPINANG -
Bupati Bangka Barat, Markus
menanggapi konferensi pers

yang dilakukan mantan Sekre-
taris Daerah Kabupaten Bangka
Barat (Sekda ke Hal 11 Kol 5

PEKERJA LANSIA –
Para pekerja
kebersihan DLH yang
sudah lansia,
menghadiri RDP di
DPRD Kabupaten
Belitung, kemarin.
Mereka terancam
dipecat lantaran
Kepala DLH akan
mengakhiri kontrak
pekerja usia lanjut.
Para pekerja ini
memprotes. (Foto:
Dodi Iskandar)



Nilai IDI Babel
Turun Drastis

P A N G K A L P I N A N G -
Nilai Indeks Demokrasi Indo-
nesia (IDI) Provinsi Bangka
Belitung (Babel) tahun 2018
yang dirilis pada 1 Agustus 2019
turun drastis dibandingkan nilai
pada tahun 2017. Babel yang
tadinya peringkat 4 turun jauh
dan berada di peringkat 19.

Dewan Pakar IDI, Syarif
Hidayat menyebutkan terdapat
sembilan indikator yang me-
ngalami penurunan dan ang-
kanya dibawah 60. Dari tiga
aspek, semuanya mengalami
penurunan. “IDI Babel tahun
2018, 73,43, untuk tahun 2019
diprediksi naik ke 74, tapi itu
masih prediksi ya,” kata Syarif,
saat rapat evaluasi IDI di
Pangkalpinang, Rabu (4/12/
2019).

Sedangkan tahun 2017 lalu,
menurutnya angka IDI Babel
berada di 80, bahkan pada
tahun 2016 diatas 80, yakni 83.
Dia menyebutkan dari tiga
aspek, kebebasan sipil, hak
politik dan lembaga demokrasi
mengalami penurunan.

“Kebebasan sipil ya persoalan
karena adanya hambatan kebe-

basan berkumpul dan berseri-
kat, seperti kita ketahui di 2018
ada pilkada dan ternyata ke-
bebasan berkumpul ada sedikit
gangguan,” sebutnya.

Ada gangguan kebebasan
berpendapat ini, sebutnya, saat
menghadapi pilpres dan pil-
kada. Adanya gesekan yang
menimbulkan pendukung salah
satu capres Ingin berkumpul
diganggu atau dilarang, impli-
kasinya pada penurunan nilai
IDI.

Untuk aspek hak politik,
dikatakan Syarif, karena ren-
dahnya partisipasi masyarakat
menyampaikan pengaduan,
serta pengaruh  prinsip “dak
kawa nyusah” yang dianut
masyarakat Babel. “Masyarakat
menganggap pemerintah tidak
mendengar kritikan, jadi me-
reka akhirnya malas menyam-
paikan pendapat, jadi ma-
syarakat beranggapan ngapain
bersuara kalau tidak didengar,
padahal jika ini terus dibiarkan
pemerintah semakin budek dan
tuli,” tegasnya.

Tak hanya itu, persentase
perempuan di DPRD terpilih

dalam pemilu pun masih ren-
dah, sehingga mempengaruhi
penilaian IDI di Babel, serta
dari aspek lembaga demokrasi,
penyebabnya karena rendah-
nya peran DPRD dalam meng-
hasilkan perda inisiatif dan
rekomendasi. “Buruknya juga
karena kurangnya transparansi
anggaran,” imbuhnya.

Melihat nilai yang anjlok
ini, dia menyarankan agar
Pemprov Babel dan seluruh
stakeholder bekerja keras
untuk kembali meningkat
nilai IDI, dengan membentuk
forum komunikasi antarsta-
keholder. “Perlu dibentuk
forum komunikasi antarsta-
keholder yang bisa berperan
memperbaiki persoalan ter-
kait kebebasan berkumpul
berserikat dan berpendapat,”
ulasnya.

Selanjutnya, dia menam-
bahkan, gencarnya dilakukan
sosialisasi dan audiensi dengan
DPRD dan pemda mening-
katkan transparansi anggaran.
“Dana parpol yang diberikan
pemerintah kepada parpol itu
harus lebih maksimal peman-

faatannya untuk memperbaiki
kinerja  partai politik,”
sarannya.

Sementara itu, Kepala Kes-
bangpol Pemprov Babel, Tar-
min AB menyebutkan untuk
kekerasan oleh aparat yang
menghambat kebebasan ber-
kumpul turun dari 100 menjadi
25, perda inisiatif DPRD dari
94,74 menjadi 40 dan reko-
mendasi DPRD kepada ekse-
kutif dari nilai 100 turun
menjadi 53,57.

“Untuk pengaduan masya-
rakat mengenai penyelengga-
raan pemerintahan dari 100
menjadi 58,12 dan upaya
penyediaan informasi APBD
semakin mengecil dari 41,66
turun menjadi 8,33,” ujarnya.

Melalui rakor IDI tersebut, dia
berharap pada tahun 2019 yang
nilai IDI dirilis pada 2020 bisa
meningkat seiring dengan
berbagai upaya yang dilakukan
pemerintah daerah bersama
stakeholer terkait. “Kita evaluasi
dan berharap kedepan IDI akan
naik kembali, harapan kita bisa
di sepuluh besar lagi,” harap
Tarmin. (nov/10)

PN Pangkalpinang Diaudit Mutuagung Lestari
PANGKALPINANG -

Pengadilan Negeri (PN) Pang-
kalpinang telah dikunjungi oleh
Tim Auditor dari Mutuagung
Lestari yang ditunjuk Komite
Akreditasi Nasional (KAN)
dalam rangka audit penerapan
Sistem Manajemen Anti Pe-
nyuapan (SMAP). Audit yang
dipimpin oleh Sigit H. Prabowo
selaku Ketua tim auditor dan
Anatomi Muliawan sebagai
tenaga ahli ini berlangsung
selama 3 hari sejak 2 hingga 4
Desember 2019.

“Audit ini merupakan audit
tahap kedua yang sekaligus
menentukan apakah Penga-
dilan Negeri Pangkalpinang
berhak untuk mendapatkan
sertifikat ISO : 37001 2016

tentang Sistem Manajemen
Anti Penyuapan. Sertifikat ISO
37001 : 2016 ini merupakan
sertifikat yang diakui secara
internasional,” tutur Ketua PN
Pangkalpinang, Sri Endang
Amperawati Ningsih ditemui
Rakyat Pos usai kunjungan tim
auditor, Rabu (4/12/2019).

Dia mengungkapkan bahwa
audit ini dilakukan melalui
metode wawancara dan
pemeriksaan dokumen dengan
para auditee yang merupakan
unsur pimpinan, para pejabat
struktural, fungsional dan para
staf dengan sampling.

“Tujuan dari audit ini sendiri
adalah untuk memastikan
bahwa sistem manajemen anti
penyuapan telah diterapkan

dengan baik dan membawa
perubahan positif pada kinerja
PN Pangkalpinang. Dengan
waktu persiapan yang relatif
singkat, kurang lebih dua  bulan
dari pertama kali SMAP dica-
nangkan pada PN Pangkal-
pinang, audit yang berlangsung
kurang lebih tiga hari ini ber-
jalan dengan lancar,” ung-
kapnya.

Selain audit ini berjalan
lancar, diakui Sri Endang, juga
mendapatkan respon positif
dari para auditor terhadap
sistem yang diterapkan di PN
Pangkalpinang yang dianggap
telah efektif menutup cela
untuk terjadinya penyuapan.
“Tim auditor ini sangat meng-
apresiasi PN Pangkalpinang

yang sudah bagus dalam
membangun sistem yang ada,
sehingga bisa menjadi kontrol
untuk memperkecil peluang
penyuapan. Bahkan dengan
sistem yang telah ada, hampir
tidak akan mungkin terjadi
resiko penyuapan,” katanya.

Lebih lanjut dia menambah-
kan, tim auditor juga berpesan
untuk lebih mengeksplore setiap
resiko penyuapan yang ada,
agar dapat menjadi perhatian
untuk ditindak lanjuti. “Kami
akan lebih mempertimbangkan
semua peluang sekecil apapun
yang bisa dijadikan resiko
penyuapan, agar dapat
disiapkan kendali terhadap
resiko tersebut,” pungkasnya.
(bis/)

Harga Lada Pemicu NTP Turun
PANGKALPINANG - Badan

Pusat Statistik (BPS) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Ba-
bel) mencatat nilai tukar petani
(NTP) pada November 2019 sebe-
sar 79,97 atau turun 3,07 persen
dibandingkan NTP bulan sebe-
lumnya 82,51, karena menurunnya
harga lada, karet dan hortikultura
petani.

“Pada November tahun ini, NTP
hortikultura turun 1,79 persen dan
tanaman perkebunan rakyat turun
6,73 persen,” kata Kepala BPS
Provinsi Kepulauan Babel, Dwi
Retno Wilujeng Wahyu Utami di
Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan NTP subsektor
tanaman pangan mengalami kenai-
kan 0,74 persen, peternakan 0,58
persen dan subsektor perikanan naik
sebesar 0,68 persen, namun demi-
kian belum bisa meningkatkan NTP.

“Penurunan harga cabai, tomat,
sayur mayur lada, karet petani
cukup mempengaruhi NTP menga-
lami penurunan yang akan mengu-
rangi minat petani mengembangkan
usaha pertaniannya,” ujarnya.

Menurut dia indeks harga yang
diterima petani (It) pada November
2019 mengalami penurunan 3,37
persen dibandingkan dengan bulan
sebelumnya, yaitu dari 106,16

menjadi 102,58.
“Penurunan lt terjadi karena

turunnya tanaman perkebunan
rakyat sebesar 7,07 persen dan
hortikultura 1,98 persen. Sedangkan
kenaikan It terjadi pada tanaman
pangan sebesar 0,41 persen,
peternakan 0,39 persen dan peri-
kanan 0,45 persen,” katanya.

Sementara itu, indeks harga
yang dibayar petani (Ib) juga
mengalami penurunan 0,31 persen
jika dibandingkan Oktober 2019,
yaitu dari 128,67 menjadi 128,27.
Penurunan Ib karena turunnya Ib
pada semua subsektor.

Penurunan tertinggi disum-

bangkan tanaman perkebunan
rakyat sebesar 0,36 persen, diikuti
subsektor tanaman pangan sebe-
sar 0,32 persen, subsektor peri-
kanan sebesar 0,24 persen, sub-
sektor hortikultura sebesar 0,20
persen, dan subesktor peternakan
sebsear 0,19 persen.

“Pada November 2019, terjadi
deflasi di daerah perdesaan di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
sebesar 0,38 persen. Terjadinya
deflasi disebabkan oleh turunnya
indeks pada kelompok konsumsi
rumah tangga, yaitu subkelompok
bahan makanan sebesar 1,16
persen,” ujarnya. (antara)

2 Berita Kota
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Sebelum 2020, Molen Umumkan
Hasil Lelang 5 Kepala Dinas

PANGKALPINANG -
Pemerintah Kota (Pemkot)
Pangkalpinang akan segera
mengumumkan nama-nama
pejabat yang akan menduduki
kursi kepala organisasi pe-
rangkat daerah (OPD) setingkat
kepala dinas setelah melalui
proses lelang. Pengumuman
direncanakan akan dilakukan
sebelum tahun 2020.

“Tentu saja akan segera kita
umumkan. Totalnya ada lima
kepala OPD. Pengumuman
segera dilakukan mengingat
lima jabatan itu saat ini diisi oleh
pelaksana tugas (Plt). Karena
Plt ini jangan terlalu lama jadi
biar cepat segera diisi agar OPD
ini berjalan dengan baik,”kata
Wali Kota Pangkalpinang,

Maulan Aklil, Rabu (4/12/
2019).

Molen menyebut, dirinya
saat ini hanya masih menunggu
berkas tersebut masuk dan
kemudian menentukan siapa
yang akan dipilih. Setelah itu,
tiga nama hasil lelang terbaik
akan segera diusulkan dan selan-
jutnya akan diputuskan me-
mimpin OPD tersebut.

“Kita akan mengambil kepu-
tusan siapa tiga pilihan yang
diusulkan ke wali kota yang
terbaik menurut saya untuk
ditempatkan di OPD yang
dilelang tersebut,” kata Molen.

Ditanyai seperti apa kriteria
calon kepala OPD tersebut?
Menurut Molen, sosok tersebut
adalah orang yang loyalitas,

visioner dan punya ketulusan
serta keihklasan membangun
Kota Pangkalpinang.

“Saya perlu orang yang loya-
litas, visioner, punya ketulusan
dan keikhlasan membangun
Kota Pangkalpinang. Kita lihat
dulu mana yang terbaik. Kita
lihat dulu mana usulan dari tim,
nanti itu yang akan saya ana-
lisa,”ungkapnya.

Dia menjelaskan lima jabatan
kepala OPD yang  dipere-
butkan adalah Kepala Badan
Keuangan Daerah (Bakeuda),
Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP), Kepala Dinas
Perhubungan, Kepala Inspek-
torat, serta Kepala Dinas Per-
tanian dan Pangan Pangkal-
pinang. (bum/10)

Kemarau, Musim Tanam Padi
Jadi Mundur

PANGKALPINANG- Jika
biasanya musim tanam padi
sudah dimulai pada bulan
Oktober, namun tahun ini
musim tanam menjadi mundur
karena musim kemarau. Ke-
pala Dinas Pertanian (Distan)
Provinsi Bangka Belitung
(Babel), Juaidi mengakui  saat
ini curah hujan masih belum
normal, sehingga petani me-
milih menunda untuk me-
nanam padi.

“Sawah kita ini kebanyakan
sawah tadah hujan, jadi ber-
gantung ada air hujan, memang

saat ini sudah ada hujan tapi
belum merata, intensitasnya
masih rendah,”kata Juaidi ke-
pada wartawan, Rabu (4/12/
2019).

Untuk itu, kata dia, musim
tanam Oktober-Maret ter-
paksa mundur sebulan atau di
bulan Desember baru petani
mulai melakukan penanaman.
“Kita harapkan awal Desember
mulai tanam dan paling telat
minggu ketiga Desember,”
imbuhnya.

Namun kata Juadi, hal ini
tidak berlaku untuk pena-

naman padi gogo yang sudah
mulai tanam sejak November
dan diharapkan bisa tumbuh
dengan maksimal.

Dia menyebutkan, beberapa
daerah sentra padi memang
difokuskan untuk pencetakan
sawah di lahan yang sudah ada
agar dioptimalkan. “Dalam
setahun kebutuhan beras di
Babel mencapai 135 ribu ton
dimana produksi lokal hanya
mampu memenuhi kebutuhan
23 persen sedangkan sisanya di
pasok dari luar Babel,”
pungkasnya.(nov/10)

UBB Segera Buka Pendaftaran
Calon Rektor

PANGKALPINANG -
Universitas Bangka Belitung
(UBB) akan membuka pendaf-
taran rektor periode 2020-
2024. Rencananya pembukaan
pendaftaran calon rektor di-
mulai pada 23 Desember 2019
hingga 10 Januari 2020.

“Kita harap masyarakat luas
banyak yang tahu kalau UBB
akan melaksanakan pemilihan
rektor UBB, sehingga banyak
yang akan mendaftar
nantinya,” kata Ketua Senat
UBB, Eva Prasetiyono, Ketua
Panitia Pilrek UBB, Wahri
Sunanda dan anggota Panitia
Pilrek, serta didampingi oleh
Kasubag Humas dan Kerjasama
UBB, Agus Susanto saat meng-
gelar konferensi pers, Selasa.

Ia mengatakan dalam pemili-
han rektor 2020-2024, UBB
membuka kesempatan kepada
internal dan eksternal yang
memenuhi persyaratan untuk
menjadi  bakal calon rektor
UBB. “Siapapun yang memen-
uhi persyaratan, silahkan untuk
mendaftar ke sekretariat panitia
pemilihan rektor UBB tahun
2020-2024, di Gedung Rek-
torat UBB,” ujarnya.

Dan yang dapat mencalon-
kan diri sebagai rektor yakni,
PNS usia maksimal 60 tahun
dengan kompetensi program
doktor, jabatan fungsional
minimal lektor kepala, jabatan

paling rendah sebagai ketua
jurusan atau sebutan lain yang
setara atau ketua lembaga paling
singkat 2 (dua) tahun di PTN
atau  paling rendah sebagai
pejabat eselon II.a di lingkungan
instansi pemerintah, sehat jas-
mani. “Untuk persyaratan lain-
nya dapat diunduh dan dilihat
di website pilrek.ubb.co.id,”
ujarnya.

Wahri menambahkan, dalam
pemilihan rektor UBB, mini-
mal ada 4 bakal calon untuk
menyampaikan visi dan misi
serta program kerja yang pada
tahap penjaringan dan penya-
ringan ada 3 bakal calon selan-
jutnya akan dipilih oleh Senat
Universitas yang akan menyi-
sahkan 1 yang terpilih. “Proses
pilrek ini akan melalui empat
tahapan yaitu tahap penja-
ringan, penyaringan, penilaian
dan pelantikan,” ujarnya.

Terkait jumlah pendaftar jika
tidak terpenuhi sebanyak 4
bakal calon, maka  proses
penjaringan akan diundurkan
dan diperpanjang. Apabila
dalam perpanjangan tersebut
tidak terpenuhi juga, maka akan
diserahkan ke Kementerian
untuk mengambil keputusan.
“Jika tidak terpenuhi sampai 4
bakal calon, waktunya harus
diundur proses penjaringannya,
setelah diundur satu kali tetap
gagal, kita serahkan ke menteri,

apakah dilanjutkan, keputusan-
nya ada di tangan menteri,”
ujarnya.

Eva Prasetiyono menam-
bahkan, visi misi calon rektor
sebagai referensi dan ini sangat
penting bagi penilaian Senat
Universitas nantinya. Untuk di
internal UBB ada tiga orang
yang bisa dan memenuhi syarat
untuk menjadi calon Rektor
UBB. “Namun itu kembali ke-
pada mereka untuk ikut men-
daftar atau tidak,  pada pemi-
lihan rektor 2020-2024,”
ujarnya.

Adapun komposisi dalam
pemilihan rektor UBB ini, ada
65 persen dari Senat UBB dan
35 persen dari Mendikbud.
Pihaknya berharap agar pilrek
UBB ketiga ini bisa berjalan lancar
dan terpilih Rektor yang terbaik
untuk UBB. Untuk mekanisme
dan persyaratan calon rektor
UBB dapat dilihat melalui website
www:pilrek.ubb.co.id juga dapat
dilihat melalui Facebook maupun
Instagram.

“Ke depan kita yakin akan
terpilih rektor yang lebih baik,
dimana pada tahun 2035 UBB
minimal masuk 10 besar per-
guruan tinggi di seluruh Indo-
nesia, dimana saat ini UBB
terakreditasi “B” sehingga ke
depan UBB akan semakin maju
dan menjadi lebih baik
lagi,”katanya.(antara)

Penumpang Angkutan Udara Naik 16,47 Persen
PANGKALPINANG - Badan

Pusat Statistik (BPS) Provinsi
Kepulauan Babel  mencatat
penumpang angkutan udara yang
berangkat dari bandara di daerah
itu pada Oktober 2019 sebanyak
105,14 ribu orang atau naik 16,47
persen dibandingkan September
2019 yang 90,27 ribu orang.

“Peningkatan terjadi pada dua
bandar udara. Penumpang
berangkat di Bandar Udara Depati
Amir Pangkalpinang naik 16,58
persen dan H. As. Hanandjoeddin
Belitung naik 16,27 persen,” kata
Kepala BPS Babel, Dwi Retno

Wilujeng Wahyu Utami di Pangkal-
pinang, Kamis.

Menurut dia, pada Januari-
Oktober 2019 dibandingkan pe-
riode yang sama tahun sebelum-
nya, jumlah penumpang yang
berangkat mengalami penurunan
27,43 persen.

Sementara itu, jumlah penumpang
yang datang ke bandar udara selama
Oktober 2019 sebanyak 108,48 ribu
orang atau meningkat 15,45 persen
dibanding bulan sebelumnya.

“Peningkatan terjadi di Bandar
Udara Hanandjoeddin naik 17,58
persen dan Depati Amir naik

sebesar 14,44 persen,” ujarnya.
Ia mengatakan peningkatan

penumpang angkutan udara tidak
terjadi di angkutan laut yang
mengalami penurunan.

Jumlah penumpang angkutan laut
antarpulau yang berangkat pada
Oktober 2019 tercatat sebanyak
13,97 ribu orang, turun sebesar 8,29
persen dibanding September 2019
yang sebanyak 15,23 ribu orang.

“Dua pelabuhan mengalami
penurunan jumlah penumpang yang
berangkat dibanding bulan sebe-
lumnya. Persentase penurunan
jumlah penumpang berangkat ter-

besar terjadi pada Pelabuhan Tanjung
Kalian sebesar 18,93 persen dan
disusul oleh Pelabuhan Pangkalbalam
10,71 persen,” katanya.

Sedangkan jumlah penumpang
berangkat pada Pelabuhan Belinyu
naik 10 kali lipat, pelabuhan lainnya
naik lebih dari 2 kali lipat, dan
Pelabuhan Tanjungpandan naik
sebesar 6,28 persen.

“Pada Oktober tahun ini penum-
pang yang datang tercatat seba-
nyak 12,04 ribu orang. Jumlah
tersebut turun sebesar 22,58
persen dibanding bulan sebe-
lumnya,” katanya.(antara)

Pemkot Cari Solusi Terkait Parkir Liar Area Transmart
PANGKALPINANG- Pemerintah Kota

Pangkalpinang akan mencari solusi terbaik
terkait parkir liar yang menggunakan bahu jalan
di sekitar area Transmart Pangkalpinang.

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen),
Rabu, mengatakan banyaknya kendaraan
yang parkir di bahu jalan seperti di area
Transmart tersebut merupakan hal yang biasa
terjadi ketika sebuah mall baru beroperasi.

“Hal seperti itu merupakan hal yang biasa
dan itu merupakan proses. Setiap perubahan

investasi termasuk seperti Transmart pasti
akan terjadi permasalahan parkir karena
pengunjung yang membludak,” katanya.

Menurutnya permasalahan parkir seperti ini
tidak hanya terjadi di Transmart Pangkalpinang
saja, tetapi juga terjadi hampir di setiap kota
yang Transmart nya baru beroperasi.

“Masalah parkir ini bukan hanya di
Transmart saja, tetapi ada di beberapa mal-
mal lainnya dengan kasus yang sama.
Namun, saya pastikan masalah parkir di

kawasan Transmart akan hilang dengan
sendirinya secara perlahan,” ujarnya.

Terkait penindakan, pihaknya akan mela-
kukan sesuai dengan aturan yang berlaku,
yaitu parkir tidak boleh menggunakan badan
jalan dan harus dikelola secara profesional.

“Menurut saya fenomena yang ada saat
ini tidak akan berlangsung lama dan akan
hilang dengan sendirinya jika benar-benar
dikelola secara profesional dan berdasarkan
aturan yang berlaku,” ujarnya. (antara)
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 Trisno: Nunggak karena Anggaran
Terbatas

 Wabup Minta Dijaga dan Dirawat

Ribuan Kendaraan Dinas Dicek,
Ada yang Nunggak Pajak

SUNGAILIAT-  Pemkab
Bangka melalui Badan Penge-
lolaan, Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) melakukan
pengecekan fisik seluruh ken-
daraan dinas roda dua dan
empat yang ada di seluruh
organisasi perangkat daerah
(OPD). Pengecekan tersebut
dijadwalkan berlangsung
selama dua minggu.

“Kegiatan dijadwalkan ber-
langsung selama dua minggu
secara bergantian tiap OPD.
Pengecekan  sudah dilaksana-
kan beberapa hari lalu, sampai
saat ini sudah 11 OPD yang kita

cek. Sampai sejauh ini tidak ada
yang hilang,” ungkap kata Kabid
Aset BPKAD Bangka, Trisno
kepada wartawan, Rabu (4/12/
2019).

Menurut dia, pengecekan
kendaraan tersebut dikum-
pulkan di halaman kantor
bupati oleh pihak aset yang
kemudian didata sesuai dengan
data induk. Bahkan jika ada
kendaraan yang rusak dan tidak
bisa dihadirkan, pihak aset
meminta untuk difoto.

“Memang ada yang rusak
dan tidak bisa dihadirkan, kita
minta fotonya jadi tidak me-

ngada-ada dan memastikan
kendaraan kita benar-benar
ada. Jika data induk kita 100
jadi fisiknya juga harus 100,”
terangnya.

Trisno juga mengatakan
hingga saat ini tidak ada ken-
daraan dinas yang dialihfungsi-
kan hanya saja jika sudah rusak
maka pemerintah daerah akan
melelang kendaraan tersebut.

“Biasanya setiap 10 tahun
dan jika ada yang rusak maka
kita lelangkan seperti tahun lalu.
Tapi tergantung anggaran kita
juga, kalau masih bisa difung-
sikan, kita masih gunakan,”
tambahnya.

Namun, dia mengakui, masih
ada sekitar 10 persen kenda-
raan yang menunggak bayar
pajak karena keterbatasan
anggaran. “Jumlah kendaraan

kita totalnya ada ribuan, maka-
nya kita harap pemegang ken-
daraan dinas bisa untuk mem-
bayar pajak secara mandiri,”
harap Trisno.

Sementara itu Wakil Bupati
Bangka, Syahbudin meminta
para pegawai pemegang ken-
daraan dinas untuk senantiasa
menjaga dan melakukan pera-
watan. Dia berharap jangan
sampai ada kendaraan dinas
yang hilang.

“Kendaraan inikan dipakai
untuk membantu kita dalam
bekerja, jadi dijaga aset kita ini,
jangan sampai ada pencatatan
tapi tidak ada barangnya. Kita
mau akhir tahun penilaian dari
BPK, kita harapkan aset dan
pelaporan baik, untuk bisa
mempertahankan predikat
WTP,” ungkapnya.(mla/10)

Kendaraan dinas dari sejumlah OPD dikumpulkan di halaman Kantor Bupati Bangka untuk dilakukan
pengecekan oleh BPKAD, Rabu (4/12/2019).(foto: Riski Yuliandri)

Sungailiat Trail Run 2019
Siap Digelar

SUNGAILIAT - Upaya
Pemkab Bangka dalam menge-
nalkan destinasi wisata Pulau
Bangka terus digalakkan me-
lalui berbagai event salah satu-
nya melalui event tahunan
Sungailiat Trail Run yang siap
digelar 7 Desember 2019. Para
peserta diminta untuk mela-
kukan persiapan fisik dan
mental sebelum berkompetisi.

Event tahunan yang telah kali
kedua dilaksanakan setelah
sebelumnya sukses digelar dan
diikuti peserta baik dari dalam
hingga luar negeri dan diha-
rapkan dapat mempromosikan
sport tourism di Pulau Bangka.
Dengan titik fokus di kawasan
Lintas Timur Sungailiat, para
peserta  akan dimanjakan

dengan keindahan Kabupaten
Bangka.

Bermuara di Pantai Tikus
Emas yang menyisir track mulai
dari keindahan pantainya hing-
ga rerimbunan hutan melewati
jalanan terjal diharapkan dapat
menambah kesan petualangan
bagi para peserta.

Tercatat sebanyak 400 pe-
serta yang telah mendaftar
dimana  2 orang diantaranya
berasal dari Kenya dan
Malaysia dengan rincian 275
peserta pada kategori 7.5K dan
125 peserta pada kategori 15K.

Mewakili Bupati Bangka,
Staf Ahli Bupati Bangka Bidang
Politik dan Pemerintahan, Drs.
Dawami menghimbau seluruh
panitia dapat memposisikan diri

sesuai tupoksinya masing-
masing. “Kami menghimbau
khususnya kepada para panitia
dapat bersinergi dalam
menyukseskan event ini,” kata
Dawami di OR Bina Praja, Rabu
(4/12/2019).

Gaung informasi dari semua
pihak dinilai dapat menambah
semaraknya event tahunan kali
ini. Antusias seluruh peserta
harus diimbangi dengan kesi-
gapan kru lapangan sehingga
para peserta diharapkan dapat
terjamin keselamatannya.

“Kita harus memberikan
pelayanan terbaik terhadap
peserta dengam harapan event
ini terus berkembang lebih
besar dari tahun ke tahunnya,”
harapnya. (dinkominfotik)

Ismir Jabat Ketua KNPI Kecamatan Pemali
PEMALI - Ketua Komite

Nasional Pemuda Indonesia
(KNPI) Kabupaten Bangka,
Syarli Nopriansyah melantik
pengurus Dewan Perwakilan
Kecamatan (DPK) KNPI
Pemali periode 2019-2022 di
Gedung Serba Guna Kecamatan
Pemali, Rabu (4/12/2019).
Terdapat 26 orang peserta yang
merupakan pewakilan dari
masing-masing desa diambil
sumpahnya menjadi pengurus
KNPI Kecamatan Pemali.

Dalam arahannya, Syarli
mengungkapkan peran KNPI
kecamatan merupakan per-
panjangan tangan dari KNPI
tingkat kabupaten sehingga
sangat penting. “Kecamatan
Pemali merupakan kecamatan
ketujuh yang melakukan pelan-
tikan. Tinggal Kecamatan Su-
ngailiat yang juga tidak lama lagi
akan melakukan pelantikan.
Harapan kami kepada seluruh
kader di tingkat kecamatan
untuk terus melakukan ke-
giatan yang membangun dae-
rah,” ungkap Syarli.

Dalam kegiatan tersebut,
Ismir secara resmi menjabat
sebagai ketua DPK KNPI Keca-
matan Pemali untuk periode
2019 hingga 2022 yang dila-
kukan secara aklamasi dari
seluruh kepengurusan pada 29

November lalu. Ismir meng-
ungkapkan siap bersinergi serta
memberdayakan dan melak-
sanakan berbagai kegiatan meli-
batkan para pemuda di Keca-
matan Pemali.

“Setelah dilakukan pelan-
tikan ini kita akan mulai ber-
gerak. Segala struktur kepe-
ngurusan juga telah dibentuk
dan siap melaksanakan kegiatan

kedepannya. Karena tujuan
kami memberdayakan para
pemuda untuk membangun
Kabupaten Bangka,” tutup
Ismir.

Sementara itu, Camat Pe-
mali, Putra Jaya yang turut
hadir dalam kegiatan pelan-
tikan tersebut mengungkap-
kan siap bersinergi bersama
para pemuda dalam melak-

sanakan kegiatan kedepannya.
“Selamat atas pelantikan kepe-
ngurusan KNPI Kecamatan
Pemali. Dengan dibentuknya
KNPI di tingkat Kecamatan
Pemali diharapkan mampu
meningkatkan sinergi bersama
pemerintah kecamatan khu-
susnya dalam melaksanakan
kegiatan kepemudaan,” ujar-
nya. (mla/10)

Padi Organik Petani Dapat Jaminan Terserap Pasar
SUNGAILIAT - Hasil panen

produksi padi organik bagi petani
di Kecamatan Mendo Barat, Kabu-
paten Bangka mendapat jaminan
terserap pasar oleh pihak swasta
yang bert indak sebagai pe-
ngembang.

“Hasil panen padi organik dipas-

tikan diberikan jaminan penjualan
karena adanya pedagang pe-
ngumpul sekaligus perusahaan
swasta sebagai pengembang,”
kata Kepala Dinas Pertanian Kabu-
paten Bangka, Kemas Arfani
Rahman di Sungailiat, Rabu.

Ia menjelaskan kepastian jaminan

pasar bagi padi organik karena
benih dan pembangunan sawah
dibiayai sepenuhnya oleh pihak
perusahaan kemudian hasil panen
dibeli oleh perusahaan tersebut.
“Investasi awal pihak perusahaan
untuk mengelola lahan dan penye-
diaan benih hanya sebesar Rp15
juta per hektare,” jelasnya.

Kemas menambahkan padi orga-
nik melalui pembinaan dan penge-
lolaan maksimal diperkirakan mam-
pu mencapai produksi tujuh ton per
hektare. Kemampuan produksi padi
organik itu jauh lebih banyak
dibandingkan dengan padi sawah
umum lainnya yang hanya mampu

menghasilkan 3,5 ton per hektare.
“Selain hasil panen yang mak-

simal harga jual padi kering yang
dibeli perusahaan pengembang
sebesar Rp25.000 per kilogram,”
katanya.

Menurut dia, jaminan pasar
sangat penting sekali bagi petani
untuk menjual hasil komoditi dan
persoalan pasar yang sering
menjadi kendala petani dalam
menjual hasil panen. Dengan
jaminan kepastian pasar padi
organik diharapkan kedepannya
menjadi motivasi bagi petani lain-
nya untuk ikut melakukan pengem-
bangan. (antara)

Ketua KNPI Bangka, Syarli menyerahkan bendera pataka saat pelantikan pengurus DPK KNPI Kecamatan
Pemali, Rabu (4/12/2019).(foto: Riski Yuliandri)

Pemkab Bangka Luncurkan
Aplikasi Buku Tamu

SUNGAILIAT- Pemerintah Kabu-
paten Bangka meluncurkan aplikasi
buku tamu dan aplikasi kepen-
dudukan berbasis Android dalam
upaya meningkatkan pelayanan
publik.

Bupati Bangka, Mulkan menga-
takan bahwa kedua aplikasi ter-
sebut ditujukan untuk memudahkan
pendataan warga yang datang ke
wilayah Kabupaten Bangka. “Me-
lalui kedua aplikasi tersebut diha-
rapkan akan mendapatkan data
akurat mengingat data kepen-
dudukan setiap saat dapat beru-
bah,” kata Mulkan di Sungailiat,
Rabu.

Dia mengatakan, perkembangan
teknologi harus dimanfaatkan
untuk mempermudah pendataan
dan akses data kependudukan
yang selalu berubah. “Kita dituntut

harus mampu memanfaatkan tek-
nologi untuk membantu pekerjaan
dan tidak semuanya dilakukan
dengan cara manual,” katanya.

“Saya memberikan apresiasi
kepada OPD terkait yang berusaha
maksimal dalam melakukan per-
baikan data kependudukan,” kata
Mulkan menambahkan.

Orang nomor satu di Kabupaten
Bangka ini menjelaskan, data
kependudukan sudah masuk dalam
data induk pemerintah akan menjadi
rujukan dalam berbagai peren-
canaan pembangunan.

Data kependudukan yang di-
himpun dari pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil menjadi data
agregat penduduk yang meliputi
himpunan data perseorangan
berupa data kuantitatif dan data
kualitatif.(antara)
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Kuota Minimal Calon Anggota
Panwascam Sudah Terpenuhi
 18 Anggota Panwascam akan

Disebar di 6 Kecamatan
KOBA - Seleksi administrasi

penerimaan calon anggota
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan (Panwascam) di
Kabupaten Bangka Tengah
(Bateng) capai 56 orang yang
menyebar di setiap kecamatan
di Bangka Tengah hingga batas
akhir Selasa (03/12/2019) ter-
penuhi.

Sebelumnya, Bawaslu Kabu-
paten Bangka Tengah telah
mengumumkan rekrutmen
Panwascam yang berlangsung
sejak 13-26 November 2019.
Saat ini, dilanjutkan tahap pen-
daftaran dan penerimaan
berkas sekaligus penelitian
kelengkapan berkas persya-
ratan administrasi pada tanggal
27 November sampai 3 De-
sember 2019.

Dalam penerimaan berkas,
Pokja Pembentukan Panwas-
cam Bawaslu Bangka Tengah
menyediakan dua buah help-
desk yang berfungsi untuk
membantu calon pendaftar
menyusun berkas pendaftaran
dan menginventarisasi keleng-
kapan berkas.

Kemudian meja registrasi
pendaftaran, dan meja angket
dimana meja ini berfungsi bagi
calon pelamar panwascam un-
tuk mengisi angket yang lang-

sung disampaikan ke Bawaslu
RI.

Ketua Kelompok Kerja Pem-
bentukan Panwas Kecamatan
Bawaslu Bateng, Robianto me-
nyampaikan, sebanyak 18
orang anggota Panwascam
sejatinya akan disebar di 6
kecamatan di Bangka Tengah
dengan jumlah anggota Pan-
wascam per kecamatan seba-
nyak tiga orang.

“Syukurlah sampai hari ter-
akhir untuk kuota minimal
calon anggota Panwascam di
Bangka Tengah sudah terpe-
nuhi, yakni sebanyak 56 orang.
Saat ini tim Pokja Pembentukan
Panwascam Bangka Tengah
sedang melakukan penelitian
kelengkapan berkas persya-
ratan administrasi,â€  ujar
Robianto.

“Penelitian administrasi yang
kami lakukan antara lain me-
meriksa kelengkapan berkas
pendafataran, selanjutnya mela-
kukan pengecekan ke dalam
Sistem Infromasi Partai Politik
(SIPOL) untuk mengindikasi
apakah ada nama-nama bakal
calon Panwas Kecamatan ma-
suk dalam data SIPOL karena
salah satu persyaratan wajib bagi
calon anggota Panwascam ialah
tidak terlibat sebagai anggota

parpol. Untuk hasil penelitian
administrasi akan diumumkan
pada tanggal 12 Desember 2019
mendatang,â€  ungkapnya.

Adapun jumlah pendaftar
sebanyak 56 orang disampai-
kannya, terdiri dari 12 orang
pelamar Kecamatan Koba, 7
orang pelamar Kecamatan
Lubuk Besar, 9 orang pelamar
Kecamatan Namang, 10 orang
pelamar Kecamatan Pangkalan
Baru, 8 orang pelamar Keca-
matan Simpangkatis, 10 orang
pelamar Kecamatan Sungai-

selan.
Untuk Panitia Pengawas

(Panwas) Pemilihan Kecamatan
ini, masing-masing kecamatan
akan dibutuhkan 3 untuk
ditempatkan nantinya di 6
Kecamatan di wilayah Kabu-
paten Bangka Tengah,terang-
nya seraya menyatakan pada
hari terakhir pendaftaran dibuka
hingga pukul 24.00 WIB.

Nantinya bagi nama-nama
yang dinyatakan lulus seleksi
administrasi akan dilakukan
Computer Assisted Tes (CAT)

yang dilaksanakan di SMAN 1
Koba pada tanggal 13 Desem-
ber mendatang. Untuk calon
pelamar yang dinyatakan lulus
administrasi akan diumumkan
di media massa lokal atau dapat
dilihat di laman Bawaslu
Bangka Tengah http://
batengkab.bawaslu.go.id, atau
media sosial Facebook
@bawaslukabupaten Bangka
Tengah dan Instagram
@bawaslu_bangkatengah serta
Twitter @bawaslubateng,â€
tegas Robianto. (ran/3).

Panitia Seleksi administrasi penerimaan calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam)
di Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) saat melakukan pemeriksaan terhadap berkas pelamar. (foto: tamimi).

Sidang lanjutan perkara pidana penipuan dan penggelapan uang arisan piauw atas terdakwa Vivi Desimel Yana
berjalan dengan lancar, Selasa (3/12/2019).(foto: dodi).

Sidang Penipuan Arisai Piauw, jaksa Hadirkan 2 Orang Saksi
TANJUNGPANDAN -

Sidang lanjutan perkara pidana
penipuan dan penggelapan
uang arisan piauw atas terdakwa
Vivi Desimel Yana berjalan
dengan lancar, Selasa (3/12/19).

Sidang lanjutan pemeriksaan
terhadap saksi ini dipimpin oleh
majelis hakim ketua Hari
Supriyanto S.H.,M.H, hakim
anggota Andi Bayu Mandala
Putra S.H dan Rino Ardian
Wigunadi S.H.

Dalam hal ini, Jaksa Penuntut
Umum (JPU) Kejaksaan Negeri
Belitung M. Aulia Perdana
menghadirkan dua orang saksi
yaitu Eni Indah Sari (50) dan
San San yang masih ada hubu-
ngan saudara dengan terdakwa.

Menurut Eni Indah Sari (50)
alias Siat Moi, dirinya mulai
mengikuti arisan tersebut
dengan Vivi sejak 10 Mei 2017.
Dan seharusnya memperoleh
uang arisan pada bulan April
2019.

“Saya ikut arisan sejak10 mei
2017, seharusnya selesai April
2019. Namun hingga sekarang
saya tidak menerima uang dari
Vivi,” kata Siat Moi kepada
majelis hakim.

Sambil mengeluarkan cata-
tan saksi menjelaskan bahwa
dia mengikuti arisan tersebut
sebanyak dua mata arisan de-
ngan jumlah Rp 5 juta dan Rp
20 juta.

“Saya ikut yang Rp 5 juta dan
Rp 20 juta. Saya tanya katanya
tunggu-tunggu belum ada.
Belum katanya disuruh tunggu,
belum ada yang setor, Saya

tanya terus, katanya belum ada
juga, sempat saya tanya ke
Ationg. katanya “aku belum
dapat juga,”  ujar Siat Moi.

Pembayaran arisan Rp 5 juta
lunas dibayarkan olehnya.
Meski tidak mengetahui siapa
peserta arisan dirinya mem-
percayai lantaran masih ke-
luarga. Bahkan antara dirinya
dan terdakwa berhubungan
sebatas Whatsapp saja.

“Belum selesai, kalau yang Rp
20 juta kurang empat bulan.
Yang Rp 5 juta selesai semua
namun uangnya tidak saya
terima. Peserta tidak pernah
dikumpulkan karena ini sistem
piauw Vivi lah yang ngasih tahu
siapa yang dapat arisan. Kalau
sudah ada yang dapat baru saya
transfer,” ungkap saksi di-
hadapan majelis hakim.

Sementara itu, saksi San San
hanya mengikuti arisan dengan
besaran pembayaran Rp 5 juta
perbulan. Ketika hal ini ter-
ungkap, barulah ia mengetahui
kalau banyak mata arisan yang
dijalankan oleh terdakwa.

“Saya cuma tahunya cuma
yang Rp 5 juta. Saya ikut awal-
nya dengan mama nya Vivi.
Saya gak pernah ikut piauw,
saya tunggu giliran saja,” kata
saksi San San.

Bahkan meski dirinya kakak
beradik dengan pelapor Dedi
Hernandie alias Ationg. San San
tidak pernah berhubungan
dengannya. Namun setelah
bermasalah, Ationg sempat
menanyakan kepadanya bah-
wa terkait arisan miliknya.

“Ationg telpon saya katanya
saya sudah dapat, kata saya
belum. Saya uda tahu uang saya
gak bakalan ada, soalnya sudah
ada tiga orang yang mengaku
penarik terakhir, Siat Moi,
Ationg dan saya sendiri. Saya
selalu transfer ke Vivi lang-
sung,” pungkasnya.

Dalam persidangan, majelis
hakim sempat menanyakan
kepada saksi yang juga meru-
pakan korban terkait dengan
pelaporan. Sebab, saksi meru-
pakan korban yang juga dapat
melaporkan perkara ini kepada
pihak kepolisian. Namun kor-
ban sepertinya belum mengerti.

Sidang ini ditunda hingga
tanggal 5 Desember 2019 de-
ngan pemeriksaan saksi dari
pelapor dan saksi terdakwa
yang dianggap bisa meringan-
kannya. (dodi)

Gubernur Berharap
Habib Jindan Beri

Pencerahan

Gubernur memberikan sambutan sesaat sebelum Habib Jindan
menyapaikan ceramahnya, dalam rangka HUT Provinsi Babel Ke-19,
Rabu (4/12/2019) malam, di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Babel.
(foto: ist/hmsprov).

PANGKALPINANG  -
Ribuan Aparatur Sipil Negara
(ASN) di Lingkungan Peme-
rintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Babel), Rabu
(4/12/2019) malam, memadati
Lapangan Upacara Kantor
Gubernur Babel, di Air Itam,
Pangkalpinang.

Hal itu dilakukan tiada lain
menghadiri Tabligh Akbar
dalam rangka memperingati
Hari Jadi Ke-19 Provinsi Babel,
dengan mengetengahkan
Habib Jindan Bin Novel Bin
Salim Jindan.

Gubenur Babel, Erzaldi Ros-
man dalam sambutan singkat-
nya mengatakan, kegiatan ini
dilaksanakan ini, dalam rangka
hari jadi provinsi ke- 19. Tentu-
nya di usia ke 19 tahun ini,
bukan pemula, namun sudah
berjalan, merangkak dan naik,
dengan berbagai tantanganya
terus melakukan perubahan
â€“ perubahan,â€  ungkapnya.

Tentunya juga, lanjut Guber-
nur, bentuk rasa syukur ter-
sebut pada malam hari ini,
mengadakan acara Tabligh
Akbar dengan mengundang
penceramah Habib Jindan.

Gubernur berharap dengan
kehadiran Habib Jindan dapat
membeikan pencerahan ke-
pada semua masyarakat yang
hadir.

“Kehadiran Habib Jindan
dapat memberikan pencerahan
bagi kita semua, sehingga ke
depan hari-hari kita lebih sema-
ngat lagi dan dapat selalu
mensyukuri apa yang kita dapat,
dalam meniti kehidupan sehari-
hari kita,” katanya.

Gubernur mengucapkan
terima kasih kepada Habib
Jindan Bin Novel Bin Salim
Jidan, karena disela - sela kesi-
bukan Habib bisa hadir pada
hari ini, karena jadwal Habib
selalu padat dalam mensiarkan
agam islam.

Gubernur juga mengharap-
kan Habib Jindan Bin Novel
Bin Salim Jidan dapat mensiar-

kan agama islam di Babel, de-
ngan harapan dapat memberi-
kan kedamaian. â€œDan selaku
umat islam sudah sepatutnya
kita semua selalu mendoakan
para ulama agar diberikan
kekuatan dan kesehatan agar
terus dapat membrikan manfaat
bagi kita semua, ungkapnya.

“Terima kasih atas kehadiran
bapak/ ibu sekalian, mohon
maaf jika ada kekurangan di
sana sini pada acara malam ini.
Mudah - mudahan di tahun
depan akan lebih baik lagi,”
imbuhnya.

Sementara itu, Habib Jindan
Bin Novel Bin Salim Jidan,
dalam ceramahnya mengajak
masyarakat yang hadir untuk
mesyukuri segala nikmat yang
diberikan Allah SWT, salah
satunya mensyukuri hari jadi
provinsi yang dilaksanakan
pada malam hari ini.

“Rasa syukur kita pada ma-
lam ini, mari kita wujudkan
dalam ibadah yang taat dan
istikomah, maka dengan isti-
komah, maka Allah akan meng-
anugrahkan rahmat rezeki
kepada kita semua. Kumpul kita
di sini bukan maksiat, tapi
kumpul bersama untuk men-
dengarkan ceramah dan
membaca Sholawat,” katanya.

Habib Jindan juga mengajak
masyarakat Babel yang hadir
untuk saling mencitai satu sama
lain, salah satunya mengucap-
kan salam kepada sesama mus-
lim saat bertemu.

Dan berkumpulnya pada
malam hari ini, untuk bersama
sama juga bersholawat kepada
Nabi Muhamad, itu wujud rasa
cinta kepada Nabi Muhammad,
tambahnya.

Tabligh Akbar ini, diawali
dengan Pembacaan Ayat Suci
Alqurân surah Al-Bakarah oleh
Trisna

Kegiatan Tabligh Akbar juga
dihadiri oleh Kiyai Zaji, Ketua
Dewan Masjid Indonesia, para
alim ulama dan tokoh agama
serta masyarakat. (mislam/3).

Korem 045/Gaya Tingkatkan
Keterampilan Tanggulangi Bencana
PANGKALPINANG -

Korem 045 Garuda Jaya, Pro-
vinsi Kepulauan Bangka Beli-
tung berupaya meningkatkan
keterampilan para personel
dalam penanggulangan ben-
cana alam.

“Provinsi Babel merupakan
wilayah kepulauan dan cukup
rawan terhadap ancaman ben-
cana banjir serta bencana alam
lainnya, sehingga perlu dilak-
sanakan latihan penanggula-
ngan bencana secara rutin,” kata
Komandan Korem 045/Gaya,
Kolonel Inf Dadang Arif Ab-
durrahman di Pangkalpinang
Rabu (4/12/2019).

Menurut dia, kondisi Babel
yang rawan terhadap bencana
alam memerlukan penanganan
berbagai pihak secara cepat,
tepat dan terkoordinasi antar
unsur baik personel TNI, Polri,
aparat pemerintah, relawan dan
komponen masyarakat lain.

Tujuan dari latihan penang-
gulangan bencana alam ini,
yaitu untuk melatih unsur-
unsur terkait agar selalu dapat

bersinergi dan bekerjasama
dalam mengantisipasi terjadinya
bencana alam.

“Selain itu, latihan ini juga
untuk memelihara dan me-
ningkatkan kemampuan Satuan
Korem 045/Gaya dalam me-
rencanakan, mempersiapkan,
dan melaksanakan penanggu-
langan bencana alam,” jelasnya.

Sementara Kasi Ops Korem
045/Gaya, Mayor Inf Rimba
Anwar mengatakan latihan
dilaksanakan selama lima hari
dan dibagi menjadi dua tahap.

“Tahap pertama dilaksana-
kan materi pembekalan teori
dan tahap kedua berupa latihan
teknis dan taktis,” ujarnya.

Ia berharap latihan tersebut
dapat meningkatkan koordinasi,
komunikasi dan sinergi seluruh
unsur yang terkait dalam pe-
nanggulangan bencana alam.

Latihan penanggulangan
bencana alam digelar di Aula
Makodim 0413 Bangka diikuti
sebanyak 150 peserta dari
jajaran Korem 045/Gaya dan
unsur terkait. (bis/ant/3).

Bupati Ingatkan Masyarakat
Jaga Kelestarian Lingkungan

SUNGAILIAT - Bupati Bangka,
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, Mulkan mengingatkan
seluruh lapisan masyarakat tetap
menjaga kelestarian lingkungan dari
berbagai ancaman kerusakan guna
keberlangsungan generasi akan
datang.

Dia mengatakan, hendaknya
seluruh masyarakat tetap menjaga
kelestarian lingkungan dengan
tindak melakukan kegiatan tanpa izin
yang dapat merusak lingkungan.

“Reklamasi lahan bekas per-
tambangan biji timah yang sudah
ditanami dengan tanaman ber-
manfaat lainnya jangan dirusak,”

katanya, Rabu (4/12/2019).
Menanggapi adanya dugaan

kegiatan penambangan biji timah di
hutan mangrove di daerah itu
Mulkan mengatakan tindakan ter-
sebut merupakan pelanggaran
yang dapat dikenai sanksi hukum.

“Penambangan biji timah tanpa
izin di hutan mangrove atau ka-
wasan konservasi merupakan
tindak pelanggaran hukum pidana
karena masuk dalam wilayah hutan
yang dilindungi,” ujarnya.

Pihaknya akan segera ber-
koordinasi dengan pihak kepolisian
setempat untuk memastikan du-
gaan kegiatan penambangan biji

timah di kawasan hutan mangrove
agar lingkungan wilayah itu tidak
semakin rusak.

“Manfaat kelestarian lingkungan
tidak hanya berguna saat ini tetapi
juga bermanfaat jangka panjang
bagi generasi akan datang,” ung-
kapnya.

Kerusakan hutan mangrove
telah menyebabkan berbagai dam-
pak negatif ekologi, ekonomi dan
sosial. Hutan mangrove juga meru-
pakan habitat penting bagi ikan,
udang, kepiting, burung air, dan
mamalia laut, mangrove tercatat
sebagai ekosistem terproduktif dari
ekosistem.(ant/3).
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Hanya 6 Kandidat Hadir
Langsung di PDIP Basel

harus berkoalisi untuk maju di
Pilkada Basel. “PDIP harus
terbuka dan membuka diri. Kita
tidak menutup diri untuk ber-
koalisi, namun yang terpenting
adalah satu visi dan misi dengan
PDIP,” ungkapnya.

Di sisi lain, lanjut Erwin pihak-
nya masih terus menunggu pe-
ngembalian formulir dari kan-
didat lainnya hingga pukul 16.00
WIB. Ditanya tentang mahar
politik? “PDIP tidak ada mahar,
namun tentu bagi bakal calon
yang mendapat rekom nanti
kekuatan finansial sebagi cost
politik adalah salah satu faktor
penunjang selain elektabilitas.
Dari kandidat ini ada yang
mengisi persiapan finansialnya
cost politik dalam bentuk pro-
gram kerja ada yang Rp 2,5
miliar, ada juga yang kosong.
Namun, PDIP tidak menetap-
kan standar finansialnya, uang
tersebut mereka yang siapkan
dan mereka juga yang mem-
belanjakannya,” imbuhnya.

Erwin menambahkan, PDIP
Basel terus berkomunikasi de-
ngan beberapa partai untuk
kemungkinan berkoalisi pada
Pilkada Serentak Basel 2020 ini.
“Kita berkomunikasi dengan
Demokrat, PPP, Nasdem, Gol-
kar, seluruh parpol kita komu-
nikasikan,” ujarnya. (raw/3)

 Hari Terakhir Pengembalian Formulir
TOBOALI – Hingga hari

terakhir Rabu (4/12/2019)
pengembalian formulir bakal
calon Bupati dan bakal calon
Wakil Bupati di PDIP Bangka
Selatan (Basel), hanya 6 kan-
didat saja yang hadir langsung
sesuai dengan permintaan DPC
PDIP Basel pada saat pen-
daftaran lalu.

Keenam kandidat tersebut
adalah bakal calon Bupati Alfian

A, Riza Herdavid, Arifin Noors
serta bakal calon Wakil bupati
Suhardi, Suwandi serta Sipioni.

Sebelumnya, para kandidat
yang mendaftar adalah balon Bu-
pati Nursamsu, Rina Tarol, Alfian
A, Supriyadi Jamhir, Arifin C
Noor, Riza Herdavid, Jamro, So-
fian AP dan Rizani Usma.  Sedang-
kan balon Wakil Bupati adalah
Suhardi, Sipioni dan Suwandi.

Ketua DPC PDIP Basel Erwin

Asmadi mengapresiasi keenam
kandidat yang hadir langsung saat
pengembalian formulir. Berkas
keenam nama tersebut, kata
Erwin, akan langsung di antar ke
DPD PDIP Provinsi Babel.

“Karena aturan kehadiran
langsung saat pengembalian ada
aturan dari DPP dan DPD, maka
untuk kandidat yang tidak hadir
akan saya konsultasikan kembali
ke DPP dan DPD bagaimana
keputusannya,” jelasnya di Se-
kretariat DPC PDIP Basel.

“Kami mengapresiasi kandi-
dat yang hadir langsung ke
PDIP, ini bentuk keseriusan
serta komitmen yang ditun-
jukan kepada PDIP Basel. Na-
ma - nama ini pukul 13.00 WIB
ditunggu di DPD untuk di-
lakukan penjaringan lebih lanjut
dan nanti ada fit and proprher
tes,” kata Erwin.

Ia juga menyarankan kepada
para kandidat untuk berko-
munikasi politik dengan parpol
lainnya, karena PDIP tetap

Enam Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan bergandengan sembari foto bersama, saat hari terakhir Rabu (4/12/2019) pengembalian
formulir bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati di PDIP Bangka Selatan (Basel). (foto: dedy)

DP3ACSKB Sosialisasikan Kebijakan Pendaftaran Penduduk
SUNGAILIAT - Dinas Pember-

dayaan Perempuan Perlindungan
Anak Kependudukan Pencatatan Sipil
dan Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana (DP3ACSKB) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung mensosia-
lisasi Kebijakan Pendaftaran Penduduk.

Kegiatan yang digelar Selasa (3/12/
2019) lalu, di Gedung Sepintu Sedulang
itu, disambut baik Bupati Bangka,
Mulkan. Menurutnya, kegiatan ini
sebagai langkah untuk memperbaiki
data kependudukan.

"Karena hampir tiap hari penduduk
kita bertambah, hampir setiap minggu
ada undangan resepsi pernikahan yang
menandakan jumlah anak kian hari kian

bertambah," ujarnya. Mulkan juga
menegaskan,  sebagai pemangku ja-
batan baik di pusat maupun di daerah,
merupakan pelayan masyarakat yang
senantiasa harus meningkatkan pela-
yanan kepada masyarakat.

"Pelayanan publik di Kabupaten
Bangka telah mendapat nilai A, dan
Dinas Dukcapil kita juga sudah meng-
arah ke perbaikan, dan hari ini juga akan
dilaunching aplikasi buku tamu berbasis
data kependudukan, sehingga pela-
yanan akan lebih cepat," terangnya.

Sekretaris DP3ACSKB Babel, Sahring
mewakili Gubernur Babel saat mem-
buka kegiatan ini menyebutkan, pada
2020 nanti akan dielenggarakan dua

hajatan besar, yaitu Sensus Penduduk
2020 dengan menggunakan data Direk-
torat Jenderal Dukcapil Kemendagri
sebagai basis data, dan agenda kedua
yakni Pilkada serentak di 270 daerah
pada 23 September 2020, dan di-
perkirakan ada 107,5 juta orang yang
akan menjadi pemilih.

"Untuk itulah, sesuai amanat Un-
dang-undang Nomor 24 Tahun 2013
pasal 26 ayat 3 yang mengamanatkan
untuk mewujudkan tertib administrasi
kependudukan dengan terbangunnya
database kependudukan yang akurat
dan sah secara nasional," tuturnya.

Narasumber dari Ditjen Kemendagri
Ahmad Ridwan mengatakan,  saat ini

Bangka Belitung sudah melakukan pere-
kaman diatas 100%. Ahmad menuturkan,
untuk perekaman di Papua baru mencapai
45%, karena terkendala kondisi alam,
kondisi penduduk yang tinggal berpindah-
pindah dan jaringan yang terbatas.

"Namun, kami tetap melakukan
jemput bola datang ke pelosok yang
sulit di jangkau dengan menggunakan
helikopter, dan saat ini didukung dengan
adanya program dari Kementerian
Sosial yang memberikan bantuan ke
masyarakat Papua dengan syarat me-
miliki identitas kependudukan dan
ternyata ini meningkatkan antusias
masyarakat Papua untuk membuat
KTP," tambahnya. (rell/3)

Bangka Barat
Layak Ditetapkan

Jadi Geopark
Nasional

Gubernur Bersama
Dirjen Cicipi Madu

Pelawan dan Kelulut
AIR GEGAS - Gubernur

Kepulauan Bangka Belitung
Erzaldi Rosman, menemani
sejumlah Direktur Jenderal
(Dirjen), diantaranya Dirjen
Pengembangan Kawasan
Transmigrasi, M. Nurdin, Dirjen
PKP, Harlina Sulistyorini, Dirjen
PKP2Trans R. Hari Pramu-
diono, dan beberapa Staf Ahli
Menteri Desa PDTT, Kement-
erian Pertanian serta Kemen-
ristekdikti ke beberapa wilayah
di Kabupaten Bangka Tengah
(Bateng) dan Kabupaten Bang-
ka Selatan (Basel).

Kegiatan pada Rabu (4/12/
2019), diawali dengan Kun-
jungan Agro Wisata Hutan
Pelawan, Desa Namang, Keca-
matan Namang, Kabupaten
Bangka Selatan. Di tempat ini,
Gubernur mengajak rombong-
an untuk melihat Kawasan
Hutan Pelawan yang memiliki
beraneka ragam hayati.

Di tempat sama, rombongan
berkesempatan melihat dan
mencicipi produksi Madu Pela-
wan dan Madu kelulut serta
Jamur Pelawan. Hadir Bupati
Bangka Tengah Ibnu Saleh yang
ikut menjelaskan asal mula dan
pengembangan Hutan Pelawan.

Usai melihat Hutan Pelawan,
Kunjungan menuju Kawasan
Prioritas Pedesaan Nasional
(KPPN) Lada Putih di Desa Air
Gegas Kabupaten Bangka Se-
latan. Di tempat ini rombongan
melihat Badan Usaha Milik
Desa Bersama Mitra Lada Ber-
satu Unit Usaha Gedung Pasca
Panen Komoditi Lada Putih
Bangka.

Gubenur dan Rombongan
melihat secara langsung Proses
Hilirisasi Produk Lada Bangka
Belitung. Diharapkan dengan
hilirisasi, harga komoditas Lada
yang dikenal dengan Muntok
White Pepper dapat meningkat.

Kunjungan dilanjutkan dengan

Penanaman Padi bersama di
KPB Transmigrasi Batu Betum-
pang, Kabupaten Bangka Selatan.
Selain penanaman Padi Bersama,
juga meninjau Rice Milling Plant
(RMP) Batu Betumpang.

Dengan RMP ini, diharapkan
produksi beras masyarakat
meningkat. Pemasaran hasil
dari RMP ini kedepan akan
ditujukan kepada ASN dan
Masyarakat sehingga ada ja-
minan bagi produksi pertanian
masyarakat. Rangkaian Ke-
giatan di akhiri dengan kun-
jungan ke SMKN 1 Pulau Besar
Kabupaten Bangka Selatan.

Di tempat ini, selain dilak-
sanakan Penanaman Perdana
Program Pendukung Ketahan-
an Pangan, Gubernur juga berte-
mu dengan para Petani dalam
kegiatan Temu Wicara Pru-
kades Desa Batu Betumpang.

Gubernur dan Dirjen men-
dengar keluh kesah dan ma-
sukan dari masyarakat yang
umumnya petani. Pihaknya
dan Kementerian akan men-
cari solusi atas masukan dari
masyarakat sesuai dengan Ke-
wenangannya.

Ikut Hadir Forkopimda Ke-
pulauan Bangka Belitung, Bu-
pati Bangka Selatan Justiar
Noer, Kepala Perangkat Dae-
rah di Lingkup Provinsi Bangka
Belitung dan Kabupaten Bang-
ka Tengah serta Bangka Se-
latan, dan Masyarakat.

Pada kegiatan ini juga dila-
kukan Penandatanganan Per-
nyataan Kesanggupan Mem-
beli Hadil Prukades KPB Batu
Betumpang oleh Gubernur dan
Bupati Bangka Selatan. Juga
Penandatanganan Prasasti
Masjid Annur dan Ruko Pasar
Masyarakat oleh Menteri Desa
PDTT yang diwakili Dirjen PK
Trans, M.Nurdin. Serta penye-
rahan beberapa Bantuan untuk
para Petani. (rell/lus/3)

MUNTOK - Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat, Pro-
vinsi Kepulauan Bangka Belitung
menyatakan daerah itu layak
untuk ditetapkan menjadi geo-
park atau taman bumi tingkat
nasional karena memenuhi se-
jumlah unsur yang dibutuhkan.

"Daerah ini cukup potensial
menjadi geopark nasional, kami
berharap penetapan dari Pe-
merintah Pusat bisa segera
direalisasikan untuk membantu
pertumbuhan ekonomi daerah
dan masyarakat," kata Sekre-
taris Dinas Pariwisata dan Ke-
budayaan Kabupaten Bangka
Barat, Fachriansyah di Muntok,
Rabu (4/12/2019).

Menurut dia, penetapan
Bangka Barat menjadi geopark
nasional akan sangat membantu
daerah dalam upaya pelestarian
lingkungan sekaligus mening-
katkan kepariwisataan.

Pengembangan geopark sa-
ngat terkait dengan konservasi,
edukasi, pengembangan eko-
nomi dan sosial masyarakat
yang pada akhirnya berdam-

pak kepada pariwisata.
Pemerintah Kabupaten

Bangka Barat melalui Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan
akan terus berperan aktif guna
terwujudnya geopark atau ta-
man bumi. "Kami sangat men-
dukung upaya masyarakat dan
para petugas Dinas Kehutanan
Provinsi Babel yang selama ini
aktif melakukan edukasi kepa-
da warga untuk merealisasikan
target tersebut,” ujarnya.

Guna merealisasikan hal ter-
sebut, beberapa hari lalu LSM
Laskar Hijau didukung Pemkab
Bangka Barat dan PT Timah
(Persero) Tbk menggelar semi-
nar untuk menyosialisasikan
rencana pembangunan geopark.

Usai menggelar seminar se-
hari, tim ahli geologi Univer-
sitas Padjajaran melakukan
penelitian di Bukit Telaga Tujuh
di Kecamatan Jebus.

Penelitian dilakukan tim yang
dipimpin langsung Ketua Pusat
Penelitian Geopark dan Keben-
canaan Geologi Unpad Prof
Mega Fatimah Rosana. (ant/3)

Pemkab Siapkan Lima PPNS Tindak Pelanggaran Buang Sampah
SUNGAILIAT - Peme-

rintah Kabupaten Bangka,
Provinsi Bangka Belitung, me-
nyiapkan lima orang penyidik
pegawai negeri sipil (PPNS)
untuk memeriksa pelaku pe-
langgaran membuang sampah
sembarangan.

"Terdapat lima orang PPNS
yang sudah disiapkan untuk
menangani penyidikan pelaku
pelanggaran membuang sam-

pah sembarangan," kata Kabid
Penegak Perundang-undangan
Daerah Kabupaten Bangka,
Akhmad Suherman di Sungai-
liat, Rabu (4/12/2019).

Dikatakan, PPNS yang di-
siapkan itu setelah peme-
rintah Kabupaten Bangka
akan menerapkan dengan
tegas Perda nomor 5 tahun
2006 tentang  ketert iban
umum, di mana dalam poin

peraturan tersebut mengatur
tentang kebersihan di muka
umum dan tidak membuang
sampah sembarangan.

"PPNS akan melakukan pe-
nyidikan bagi pelaku yang
diketahui melanggar peraturan
sebelum dijatuhi sanksi baik
denda maupun hukuman pen-
jara," tuturnya.

Tindakan tegas pemberian
sanksi bagi pelaku pelanggaran

kata dia, bentuk komitmen pe-
merintah Kabupaten Bangka
untuk mewujudkan kota yang
bersih dan tertib.

"Dengan ditegakkannya per-
aturan daerah tersebut mem-
berikan peringatkan tegas ke-
pada masyarakat agar disiplin
membuang sampah pada tem-
patnya," ujarnya.

Dikatakan, pihaknya mem-
buka laporan aduan untuk

memberikan kesempatan
masyarakat menyampaikan
jika ada oknum masyarakat
lainnya yang sengaja mem-
buang sampah tidak pada
tempatnya.

"Kami akan segera menin-
daklanjuti kalau ada laporan
masyarakat terhadap oknum
masyarakat lainnya yang mem-
buang sampah asal-asalan,"
ucapnya menegaskan. (ant/3)

Gubernur Babel Erzaldi Rosman saat menuangkan Madu Pelawan
ke gelas yang akan dicicipi sejumlah Dirjen dan Staf Ahli Menteri.
(foto: ist/hmsprov)

Sekda Resmikan Program Inovasi Bank Sampah SBDP
KELAPA KAMPIT  Se-

kretaris Daerah (Sekda) Kabu-
paten Belitung Timur (Beltim)
Ikhwan Fahrozi meresmikan
Program Inovasi Desa Bank
Sampah Sahabat Bumi Desa
Pembaharuan (SBDP), Rabu (4/
12/2019), di Gedung Serba Guna
Kecamatan Kelapa Kampit.

Program Inovasi Desa Bank
Sampah Sahabat Bumi diha-
rapkan tidak berhenti disini saja,
dan juga bisa mengetuk ma-
syarakat yang ada di kecamatan
lain di Beltim ini untuk bisa
mengikuti inovasi seperti ini.

“Harapan kita semua ini,
jangan hanya berhenti disini
saja, kita harus menyampaikan
ini ke seluruh kecamatan di
Beltim. Tim ini, juga merupa-
kan pionir yang akan mengetuk
masyarakat yang ada di ke-
camatan lain, dan ini akan kami
pantau dan akan berkolaborasi
baik dari pemerintah, komu-
nitas, kecamatan dan desa
dalam mengawal program ini,”
ungkap Ikhwan.

Ikhwan menjelaskan,  peme-
rintah sangat mendukung 100
persen kepada masyarakat atau-
pun Pemerintahan Desa (Pem-
des) yang berinovasi untuk kese-
jahteraan masyarakat Beltim.

Senada dengan Ikhwan, Ca-

mat Kelapa Kampit Syahrial
mengharapkan program ino-
vasi seperti ini, tidak hanya
sebatas seremonial saja, me-
lainkan bisa berkelanjutan dan
dapat menumbuhkan inovasi-
inovasi lainnya.

“Harapan saya program ino-
vasi ini, tidak hanya sebatas
seremonial saja, tetapi bisa
berkelanjutan seterusnya se-
hingga bisa menumbuhkan
inovasi-inovasi lain untuk ma-
syarakat,” harapnya.

Sampah Dijual dan
Dibayar dengan Sembako

Pimpinan Bank Sampah Sa-
habat Bumi Desa Pembaharuan
Erniyanti menuturkan, setiap
sampah yang telah ditimbang
nantinya akan dibayarkan be-
rupa sembako kepada warga.
Adapun sampah yang bisa
dijual berupa sampah plastik,
besi dan juga kardus.

“Nanti setiap bulan sampah-
sampah yang sudah ditimbang
tadi, pembayarannya kepada
warga tidak berupa uang melain-
kan berupa sembako,” tuturnya.

Lebih lanjut Yanti meng-
inginkan, diadakannya Per-
aturan Desa (Perdes) untuk

mengharuskan warga menjadi
nasabah Bank Sampah, karena
syarat untuk menimbang sam-
pah di Bank Sampah Sahabat
Bumi harus mempunyai Kartu
Bank Sampah terlebih dahulu.

“Kami meminta untuk di-
adakan Perdes, jadi setiap warga
harus menjadi nasabah, untuk
mempermudahkan pengurus-
an administrasi  karena syarat-
nya harus mempunyai kartu
Bank Sampah,” ujarnya.

Terbesitnya inovasi ini, me-
nurut Yanti,  dikarenakan ke-
prihatinannya terhadap sam-
pah yang setiap harinya ber-

tambah. Oleh karena itu, Yanti
berdiskusi dengan warga dan
pihak desa,  tergagaslah Pro-
gram Inovasi Desa Bank Sam-
pah Sahabat Bumi Desa Pem-
baharuan.

“Kita prihatin saja, setiap kali
kita jalan yang harusnya hijau
malah penuh sampah, dan ma-
kin hari makin banyak sampah.
Oleh karen itu, saya berdiskusi
dengan teman-teman (warga
Desa Pembaharuan) dan mereka
menanggapi, dan akhirnya ja-
dilah ini (Program inovasi Desa
Bank Sampah Sahabat Bumi),”
ungkapnya. (yan/kmf/3)

Sekda Belitung Timur, Ikhwan Fahrozi meresmikan Program Inovasi Desa Bank Sampah Sahabat Bumi Desa Pembaharuan (SBDP), Rabu (4/12/
2019), di Gedung Serba Guna Kecamatan Kelapa Kampit, yang ditandai dengan pembukaan Tirai Bank Sampah. (foto: istimewa)
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Pupuk Indonesia Sediakan
287.298 Ton Pupuk Non-Subsidi
Pupuk Indonesia Sediakan
287.298 Ton Pupuk Non-Subsidi

JAKARTA - PT Pupuk
Indonesia (Persero) memas-
tikan ketersediaan pupuk non-
subsidi atau komersil di 34
provinsi di seluruh Indonesia
sebanyak 287.298 ton, yang
terdiri atas 126.994 ton urea,
159.693 ton NPK, 297 ton SP-
36 dan 314 ton ZA.

“Untuk mengantis ipasi
lonjakan kebutuhan petani, dan
sesuai arahan Kementerian
Pertanian,  kami meminta
produsen pupuk menyiapkan
pupuk non subsidi di setiap kios
sehingga petani tetap bisa

mendapatkan pupuk,” kata
Wijaya Laksana, kepala Komu-
nikasi Korporat Pupuk Indo-
nesia di Jakarta, Rabu (4/12).

Sejak awal tahun, Pupuk
Indonesia telah menugasi
produsen pupuk untuk selalu
menyediakan pupuk non sub-
sidi di kios-kios resmi guna
menunjang kebutuhan pupuk
para petani.

Khusus di Sumatera Utara,
ujar Wijaya Laksana, stok pu-
puk non-subsidi per 29
November 2019 sebanyak
80.312 ton, terdiri atas 46.491

ton urea, 33.677 ton NPK, 94
ton SP-36 dan 44 ton ZA.

“Tak hanya di Sumatera
Utara, kami memastikan keter-
sediaan pupuk di 34 provinsi di
Indonesia,” katanya.

Dalam menjalankan penu-
gasan penyaluran pupuk ber-
subsidi, Pupuk Indonesia Grup
selalu berdasarkan pada alokasi
di masing-masing provinsi dan
selalu mengacu pada prinsip 6T,
yakni tepat waktu, tepat mutu,
tepat jumlah, tepat jenis, tepat
harga serta tepat tempat.

Sampai dengan 27 Novem-

ber 2019, Pupuk Indonesia
telah menyalurkan pupuk
bersubsidi sebanyak 7.786.032
ton, atau setara 88 persen dari
total alokasi tahun 2019 yang
sebesar 8.874.000 ton.

Stok nasional pupuk ber-
subsidi per 29 November
sebesar 1.182.588 ton, terdiri
atas urea 583.620 ton, NPK
286.414 ton, SP-36 125.504
ton, ZA 113.249 ton, dan orga-
nik 73.806 ton.

“Jumlah stok pupuk bersub-
sidi yang kami siapkan tersebut
melebihi dari aturan stok yang

ditetapkan Pemerintah sehingga
jika dilihat dari sisi stok, sebe-
narnya sudah mencukupi untuk
mengantisipasi lonjakan kebu-
tuhan petani,” ujar Wijaya.

Dalam menjalankan tugas
penyaluran pupuk bersubsidi,
Pupuk Indonesia Grup ditun-
jang dengan sarana distribusi
seperti 21 armada kapal dengan
197 rute; 4 dermaga pelabuhan
di Aceh, Palembang, Bontang
dan Gresik; 6151 armada truk,
1.181 distributor; 34.452 kios,
643 unit gudang di lini II dan
III. (ant)

Pelni Naikkan
Tiket Penumpang

Selama Natal-Tahun Baru

JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
atau Pelni memperkirakan adanya kenaikan penumpang
sebanyak 5,8 persen selama masa Angkutan Natal dan Tahun
Baru 2020.

“Pada 2018 mencapai 516.825 pelanggan dan 2019 diprediksi
melonjak menjadi 548.801 pelanggan atau akan bertambah
29.976 pelanggan, naik 5,8 persen dibanding tahun sebe-
lumnya,” kata Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Yahya
Kuncoro dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (4/12).

Yahya mengatakan tren peningkatan pelanggan saat Natal
dan Tahun Baru rata-rata 13 persen sejak 2016 hingga 2018
dan kenaikan tertinggi diprediksi akan terjadi pada H-4 tanggal
21 Desember 2019, sedangkan untuk pasca Natal akan jatuh
pada H+11, tanggal 5 Januari 2020.

“Prediksi volume pada puncak Natal akan mencapai 33.838
pelanggan terjadi pada H-4 Natal. Sedangkan pada arus balik
akan mencapai 24.253 pelanggan, terjadi pada H+11, tanggal
5 Januari 2020,” kata Yahya.

Selama Natal dan Tahun Baru, Pelni akan mengoperasikan
26 kapal trayek nusantara dengan kapasitas terpasang 55.668
penumpang, dari jumlah tersebut sejumlah 34.309 merupakan
kapasitas reguler, sisanya sebanyak 21.359 penumpang,
kapasitas dispensasi.

Yahya menjelaskan prediksi kenaikan itu diantisipasi
Perseroan dengan melakukan docking (perawatan) untuk
seluruh kapal, penyesuaian jadwal dan rute pada sejumlah kapal
Pelni untuk menyiasati keterbatasan armada dan
meningkatnya permintaan akan angkutan kapal pada musim
Natal dan Tahun Baru, menambah kapasitas angkutan
penumpang yang tentunya tetap sesuai dengan peraturan
pelayaran yang berlaku dan di bawah perizinan dari
Kementerian Perhubungan.

Penambahan kapasitas angkut tersebut dibarengi dengan
jumlah alat- alat keselamatan yang berada di atas kapal, yang
terdiri atas lifeboat sebanyak 230 unit, lifebouy 451 unit,
lifejacket 72.140 unit, liferaft 1.885 unit untuk kapal trayek
nusantara.

“Hal ini menjadikan aspek keselamatan merupakan hal yang
paling penting agar tercipta zero accident pada pelayanan
Nataru ini.

Untuk memenuhi tingginya permintaan selama Nataru, pada
ruas-ruas padat penumpang dilakukan rerouting-deviasi,”
katanya.

Ada penambahan pada ruas Batam-Belawan, Surabaya-
Balikpapan, Semarang-Kumai-Surabaya-Sampit, Bitung-
Papua Port, Ambon-Banda Neira. Kami berusaha memenuhi
permintaan masyarakat agar dapat merayakan Natal bersama
dengan keluarga.

“Selama Natal dan Tahun Baru kami menyiapkan kapasitas
55.668 penumpang untuk seluruh Indonesia,” tambah Yahya
Kuncoro.

Selain menyiapkan kapal trayek Nusantara, Pelni juga
menyiapkan kapal perintis pada periode Nataru tahun ini untuk
melayani masyarakat yang berada di daerah Tertinggal,
Terpencil, Terdepan dan Perbatasan (T3P) untuk mengantar
orang dan barang kebutuhan pokok masyarakat. (ant)

Erick Thohir akan
Restrukturisasi

BUMN Rugi

JAKARTA - Kementerian
Badan Usaha Milik Negara akan
merestrukturisasi perusahaan
yang menderita kerugian
dengan berbagai cara mulai dari
menggabungkannya hingga
menutup perusahaan.

“Jumlah BUMN terlalu ba-
nyak, harus dikurangi. Harus
diperbaiki bisnis intinya, harus
dimerger atau ditutup, tidak
bisa berdiri sendiri semua
karena terlalu banyak,” ujar
Menteri BUMN Erick Thohir
di Jakarta, Rabu (4/12).

Ia menambahkan dengan
perampingan itu, diharapkan
kinerja BUMN dapat lebih
fokus yang akhirnya mendo-
rong kinerja menjadi lebih baik
sehingga terbuka penciptaan
lapangan pekerjaan secara
berkelanjutan.

“Visi Presiden adalah cipta
lapangan kerja, jangan nanti
BUMN punya anak usaha
hanya untuk menggemukkan
diri dan diisi oleh kroni-kroni
oknum,” katanya.

Ia berharap jabatan BUMN
diisi oleh kalangan profesional,
terutama generasi muda dan
bukan diisi oleh pensiunan
sehingga tidak sesuai dengan visi
Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kami mengharapkan orang-
orang yang profesional, yang
sesuai dengan tempatnya

bukan karena hasil lobi-lobi.
Mohon maaf, saya bukan anti
orang tua, saya tetap apresiasi,
tapi kalau diisi oleh pensiunan?
Sedangkan 58 persen pen-
duduk Indonesia muda, berarti
kan tidak buka lapangan kerja,”
kata Erick.

Saat ini, ia melihat telah
banyak bermunculan figur
baru, yang diharapkan dapat
mengubah pola pikir di BUMN
ke depan sehingga menjadi lebih
baik.

“Ini sebuah amanah yang
harus benar-benar dirasakan
oleh negara bangsa dan semua.
Banyak hal yang akan kami
perbaiki di BUMN dan tidak
mudah. Perlu waktu,” ucapnya.

Ia mengemukakan terdapat
tiga hal yang harus dimiliki oleh
Direksi BUMN, yakni akhlak
yang baik, loyalitas, dan solid
bekerja sama.

“Akhlak karena ini kan ama-
nah, ketika dikasih kesempatan
memimpin musti akhlaknya
dulu baik. Kedua punya loya-
litas, kalau mereka tidak loyal
ya tidak usah di BUMN jadi
swasta saja. Dan tidak
‘keminter’, artinya suka akal-
akalan. Saya tidak perlu orang
pinter yang penting bisa solid
bekerja sama, gotong royong
supaya semua pinter,” papar
Erick. (ant)

Empat Start-Up
Indonesia Jajaki Swiss

LONDON - Sebanyak
empat start-up asal Indonesia
yaitu Botika, Khaira Energy,
Gradana, dan Svara Inovasi
Indonesia menjajaki pasar Swiss
untuk mengembangkan usaha
dan membangun jejaring seka-
ligus mencari calon investor di

Swiss.
Ditto Anindito (Botika), Yu-

lian Widodo (Khaira Energy),
Angela Oetama (Gradana), serta
M. Zhuhriansyah (Svara Ino-
vasi Indonesia), yakni CEO dan
atau pendiri dari keempat start-
up Indonesia itu akan memulai

penjajakannya di Swiss hingga
6 Desember mendatang.

Pihak KBRI Bern dalam
keterangan yang diterima di
London pada Rabu menye-
butkan keempat start-up
tersebut berhasil lolos seleksi
ajang Asia Entrepreneurship
Training Program (AETP)
yang dipelopori Zurich Uni-
versity of Applied Science di
Zürich, Swiss.

AETP merupakan program
pertukaran start-up antara
Indonesia dengan Swiss yang
memungkinkan start-up Indo-
nesia mendapatkan pelatihan
teknis dari pihak penyelenggara
program, serta mempresentasi-
kan model bisnis start-up
kepada perusahaan dan calon
investor.

Duta Besar Indonesia untuk
Swiss, Muliaman D. Hadad,
mengapresiasi upaya kerja sama
start-up Indonesia dengan Swiss
dan berharap kerja sama
tersebut dapat meningkatkan
kemampuan Indonesia dalam
membangun ekosistem pe-
ngembangan start-up nasional.

“Mohon agar kesempatan
berada di Swiss ini diman-
faatkan semaksimal mungkin
untuk membangun networking
dan menambah pengalaman”,
ujar Dubes Muliaman.

Selama program itu ber-
langsung, keempat CEO starrt-
up Indonesia itu akan diberikan
pembekalan teknis, berinteraksi
dengan para pelaku start-up
dari asosiasi start-up Swiss, serta
bertemu dan berdiskusi dengan
calon investor.

Kedepannya strategi Swiss
untuk mengembangkan start-
up melalui kerja sama antara
universitas dengan perusahaan
swasta diharapkan dapat
dipraktikkan di Indonesia.

Dalam program AETP itu,
keempat start-up Indonesia
tersebut juga mengikuti
kegiatan business matching
dengan berbagai pihak yang
terkait dengan model bisnis
masing-masing. (ant)

RI Targetkan Ekspor
500 Ribu Ton Beras

“Ya kalau bisa pengusaha
kenapa mesti pemerintah, Siapa
pun menurut saya, mau BUMN
siapa saja yang penting kita
ekspor,”

JAKARTA - Pemerintah
menargetkan dapat mengekspor beras
premium sebanyak 100 ribu hingga 500

ribu ton pada 2020.
“Terkait ekspor beras saya akan mempersiapkan mulai

dari bibit, mulai dari kesiapan lahan, irigasi, tesnya dimana.
Harus bisa bersaing dengan beras-beras yang ada dari negara
lain,” kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Kantor
Presiden Jakarta pada Rabu (4/12).

Menurut dia, pemerintah akan mempersiapkan
kebutuhan untuk mendukung ekspor beras itu pada Januari
2020, sehingga pada Maret atau April dapat dilakukan
pengiriman keluar.

Pemerintah akan menjajaki kebutuhan dan permintaan
pasar ekspor atas beras.

Dia mengatakan pemerintah akan memenuhi syarat-
syarat yang diminta oleh negara tujuan, termasuk beras
organik.

Oleh karena itu, diplomasi perdagangan Indonesia
diharapkan Syahrul gencar melakukan strategi untuk ekspor.

Untuk bisa bersaing dengan produk dari negara lain,
Syahrul menjelaskan akan menyesuaikan ongkos produksi
beras, maupun penyesuaian logistik dan distributor.

Dia berharap pengusaha swasta dapat mengambil peran
dalam meningkatkan nilai ekspor beras Indonesia.

“Ya kalau bisa pengusaha kenapa mesti pemerintah, Siapa
pun menurut saya, mau BUMN siapa saja yang penting kita
ekspor,” ujar Syahrul.

Syahrul telah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden
Joko Widodo yang mengangkat tema “pengelolaan
cadangan beras pemerintah”.

Dalam rapat tersebut, jelas Syahrul, Presiden mengarahkan
kepada menterinya untuk melakukan ekspor beras. (ant)



Pemerintah Diminta Bebaskan
Nelayan yang Disandera Abu Sayyaf

2019. Kami harap bos kami
bantu kami untuk bebaskan
kami," kata Samiun meng-
gunakan bahasa Indonesia da-
lam video tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI,
Muhammad Farhan meng-
usulkan agar TNI bisa disiaga-
kan di wilayah lokasi per-
sembunyian kelompok Abu
Sayyaf. Kesiagaan pasukan TNI,
menurut Farhan, menjadi fak-
tor penting sebagai bukti ke-
seriusan pemerintah Indonesia.

Meski, Farhan mengakui aksi
militer tidak bisa serta-merta
dan sepihak dilakukan oleh
TNI, karena itu menyangkut
batas teritori dan kedaulatan
negara lain. Menurut dia, TNI
tetap perlu bekerja sama de-
ngan militer Malaysia dan
Filipina. “Patroli militer ber-
sama, rutin dan intensif di per-
airan Indonesia, Malaysia, dan
Filipina harus semakin di-
tingkatkan. Kedaulatan dan
stabilitas keamanan kawasan
harus tercipta”, kata Farhan.

Ke depan, agar insiden tidak
terus berulang, Farhan juga me-
nyarankan kerja sama keaman-
an lebih serius di antara negara
anggota ASEAN, khususnya
untuk wilayah perairan yang
rawan dari tindak kejahatan.

"Itu penting untuk perta-
hanan sehingga tercipta ka-
wasan regional yang aman dan
stabil," kata Farhan. (ant)

JAKARTA - Komisi I DPR
RI mendesak pemerintah segera
membebaskan Warga Negara
Indonesia (WNI) yang disandera
kelompok bersenjata Abu Say-
yaf. Kendati demikian, Wakil Ke-
tua Komisi I DPR RI, Abdul Kha-
ris Almasyhari meminta peme-
rintah bertindak konkret supaya
negara tidak sampai diman-
faatkan kelompok tertentu un-
tuk meraih uang tebusan.

"Saya berharap pemerintah
bisa mengambil langkah-lang-
kah yang tepat tanpa harus
menjadi semacam Anjungan
Tunai Mandiri (ATM), jadi sapi
perahan, diperas terus dengan
cara menangkap (warganya)
seperti itu," ujar Abdul di Se-
nayan Jakarta, Rabu (4/12).

Pernyataan tersebut me-
nanggapi rekaman video yang
diunggah di media sosial berisi

permintaan uang tebusan.
Seperti diketahui, tiga WNI yang

berprofesi sebagai nelayan berasal
dari Baubau dan Wakatobi Su-
lawesi Tenggara yaitu Maharudin
Lunani (48), puteranya, Mu-
hammad Farhan (27), dan kru
kapal Samiun Maneu (27) di-
sandera kelompok Abu Sayyaf
setelah diculik dari kapal yang
berlayar di perairan Tambisan,
Lahad Datu, Sabah, Malaysia.

Perairan itu memang dikenal
rawan pembajakan dan pe-
nyanderaan oleh kelompok ber-
senjata dari selatan Filipina se-
perti Abu Sayyaf. Dalam video
berdurasi 43 detik tersebut, ke-
tiga WNI yang disandera terse-
but meminta pemerintah mem-
bantu pembebasan mereka.

"Kami bekerja di Malaysia.
Kami ditangkap Kelompok
Abu Sayyaf pada 24 September
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Rencana Pemindahan Ibu Kota Dibahas di Belanda
LONDON - KBRI Den Haag

didukung Diaspora Indonesia Task
Force Livable Cities di Belanda
mengelar diskusi terpumpun (Fo-
cus Group Discussion /FGD)
mengenai Pemindahan Ibu Kota
Negara, dengan menghadirkan
pembicara terkemuka dari Belanda
dan juga paparan dari Indonesia
dan Amerika Serikat melalui Skype,
di Delft, Senin (2/12).

Fungsi Ekonomi KBRI Den Haag ,
Noorman Effendi dalam keterang-
an, Rabu (4/12) menyebutkan
diskusi diikuti sekitar 60 peserta
yang dengan antusias mengikuti
paparan yang mengupas berbagai
perspektif mengenai rencana
pemindahan ibu kota tersebut.

Dubes Indonesia di Den Haag, I
Gusti A. Wesaka Puja, menyam-
paikan harapan dengan adanya
berbagai masukan terkait rencana
pemindahan Ibu Kota Negara,
mengingat banyaknya pengalaman
dan juga ekspertis di Belanda
termasuk diaspora, di bidang isu tata
kota, kota pintar dan berkelanjutan.

Ia juga menyampaikan berbagai
potensi kerja sama, termasuk
investasi pengembangan tata kota

di berbagai bidang pembangunan
infrastruktur di wilayah Ibu Kota
Negara baru bagi pengusaha
Belanda. Di antara pembicara,
hadir Ketua Satgas Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur Ibu
Kota Negara Kementerian PUPR,
Ir. Imam Santoso Ernawi yang
menyoroti tentang aspek peren-
canaan kebutuhan lahan.

Imam Santoso Ernawi men-
jelaskan tentang visi pemba-
ngunan Ibu Kota Negara menge-
depankan identitas nasional, dan
direncanakan akan dibangun
sebagai kota yang pintar, hijau,
indah dan berkelanjutan.

Selain itu ia juga menyampaikan
penghargaan kepada KBRI Den
Haag yang memelopori sosialisasi
mengenai pemindahan Ibu Kota
Negara kepada publik di luar
Indonesia, termasuk instansi
pemerintah, kalangan bisnis, dias-
pora, maupun pelajar di Belanda.

Daliana Suryawinata, arsitek
sekaligus salah satu juri Sayem-
bara Desain Ibu Kota Baru me-
nyampaikan berbagai aspek yang
menjadi pertimbangan pada pen-
jurian Sayembara Desain Ibu Kota

Baru, termasuk pentingnya mem-
bangun kota yang inklusif.

Sementara itu, Wiwi Tjiook dari
IDN Livable Cities dan Marcia van
de Vlugt, ahli Spatial Planning dari
Kementerian Dalam Negeri Belanda,
menyoroti berbagai aspek yang
dapat dipelajari dari Belanda,
seperti pentingnya menggunakan
pendekatan terpadu, pemahaman
kondisi lansekap, perencanaan
mencakup visi jangka panjang
pengembangan kota serta pen-
tingnya mempertimbangkan aspek
adaptasi ik lim dalam rencana
pembangunan kota.

Selain aspek tata kota dan
lingkungan, perspektif budaya dan
keragaman juga menjadi sorotan
pembahasan FGD. Emilius Sudirjo,
dari Forum Intelektual Dayak Nasio-
nal, menekankan pentingnya per-
hatian bagi kemajuan masyarakat
setempat dan juga mengakomodir
budaya lokal. Dengan demikian, Ibu
Kota Negara baru akan menjadi
rumah bersama baik bagi penda-
tang maupun warga setempat.

FGD menghadirkan ahli Indonesia
dari Universitas Leiden, Prof. David
E.F. Henley dan Dr. Deden Rukmana

dari Alabama A&M University yang
memaparkan pandangan dan pers-
pektif dari rencana pemindahan Ibu
Kota Negara. Prof. Henley mengupas
mengenai sejarah ibu kota dari masa
Hindia Belanda hingga kondisi
Jakarta di tahun 2019.

Selain itu dosen Studi Kon-
temporer Indonesia memberikan
gambaran agar pemindahan ibu
kota juga harus disertai dengan
pertimbangan termasuk pemikiran
mengenai dampak negatif yang
mungkin timbul, dengan belajar dari
pengalaman sejumlah negara yang
memindahkan ibu kota. Sementara
Dr. Deden Rukmana menyoroti
transformasi Jakarta dan ber-
pandangan bahwa relokasi Ibu
Kota Negara hendaknya dirancang
dengan matang agar membuka
kesempatan yang luas bagi "nation
building" dan terlaksananya pem-
bangunan berkelanjutan.

Sebagai tahap awal rencana
pemindahan Ibu Kota Negara, saat
ini berlangsung sayembara desain
ibu kota. Panitia sayembara mene-
rima 292 desain dan pemenag de-
sain diharapkan akan dapat diumum-
kan pada akhir Desember. (ant)

JAKARTA - Tim nasional hoki indoor
Indonesia dilarang bertanding di SEA Games
2019 Filipina menyusul adanya konflik dualisme
di antara federasi. Konflik dualisme tersebut
terjadi antara Pengurus Besar Hoki Seluruh
Indonesia (PB PHSI) dan Pengurus Pusat
Federasi Hoki Internasional (PP FHI).

Federasi Hoki Asia (AHF), pada Selasa (3/12)
tidak mengizinkan tim hoki Indonesia untuk
tampil di SEA Games 2019 lantaran salah satu
kubu federasi itu tidak diakui oleh Federasi Hoki
Internasional (FIH).

Namun salah satu kubu federasi yang tak
diakui itu justru berangkat ke Filipina dan saat
ini sudah tiba di Subic siap untuk bertanding.

CEO AHF Datuk Tayyab Ikram pun secara
tegas tidak mengizinkan tim hoki Indonesia
untuk tampil di SEA Games karena konflik
federasi yang terjadi.

“Meski tim hoki putra dan putri Indonesia

sudah tiba di Subic, mereka tidak diizinkan
bertanding karena FIH sangat ketat dalam
masalah ini,” kata Datuk Tayyab seperti dikutip
New Straits Times, Rabu (4/12).

“Kami (AHF) telah melakukan pertandingan
lebih awal, dan karena Indonesia tidak mengi-
rimkan nama atlet pada batas waktu yang telah
ditentukan, mereka tidak dapat bertanding,” ujar
dia menambahkan.

Pada SEA Games 2017 Malaysia, tim hoki
Indonesia sukses merebut medali perak. Bahkan
tim Merah Putih menjadi tim yang cukup
diwaspadai pada ajang multieven dua tahunan
di Filipina kali ini.

Hoki indoor dijadwalkan berlangsung pada
Rabu (4/12) hingga Selasa (10/12) di LB Centtro
Mall & Convention Center, Filipina. Namun
berdasarkan lama resmi SEA Games 2019,
hingga kini, tim hoki Indonesia tidak terdaftar
sejak putaran penyisihan awal. (ant)

SEA Games 2019
Timnas Hoki Indoor

Indonesia Dilarang Tanding

Ustadz Abdul Somad
Resmi Jadi Duda

PEKANBARU - Pence-
ramah kondang Ustadz Abdul
Somad resmi bercerai dengan
istrinya Mellya Juniarti setelah
permohonan cerai dikabulkan
Pengadilan Agama Bangkinang,
Kabupaten Kampar, Riau.

Kuasa hukum sosok pence-
ramah yang akrab disapa UAS,
Hasan Basri kepada wartawan
di Pekanbaru, Rabu mem-
benarkan putusan talak oleh
Pengadilan Agama itu.

"Iya, kemarin hari Selasa (3/
12) diputus di Pengadilan Aga-
ma Bangkinang," kata Hasan.

UAS menggugat cerai istrinya
melalui Pengadilan Agama
Bangkinang. Informasi yang
dihimpun, perkara perceraian
ustaz kondang ini teregistrasi
dengan nomor perkara 604/
Pdt.G/2019/PA.Bkn.

Hasan mengatakan selama
sidang gugatan cerai berlangsung
hingga 11 kali, UAS tidak pernah

hadir ke Pengadilan Agama.
Alhasil, ketiadaan UAS diwakili
oleh dirinya sebagai kuasa hu-
kum. "(UAS) tidak (pernah hadir
selama sidang). Sudah dikuasa-
kan ke kami," ujarnya saat
ditanya tentang kehadiran UAS
ke Pengadilan Agama selama
sidang berlangsung.

Sementara dia mengatakan
jika pihak termohon baik istri
dan kuasa hukumnya selalu
hadir selama hakim menyi-
dangkan permohonan tersebut.

Hasan tidak bersedia ber-
komentar banyak terkait re-
taknya rumah tangga ustadz
yang terkenal melalui cera-
mahnya dan banyak diunggah
di media sosial tersebut. Dia juga
enggan menanggapi alasan UAS
menggugat cerai istrinya itu.

"Kita pengacara kalau di-
sampaikan dan klien melarang
itu menyalahi kode etik," tu-
turnya lagi. (ant)
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Mundur Pencalonan, Bamsoet
Bantah Intervensi Istana

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

PENGUMUMAN
NOMOR : 015/PL.02.2-Pu/1904/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG
PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH
TAHUN 2020

Berdasarkan ketentuan pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2020, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bangka Tengah mengumumkan bahwa :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 061/PL.02.2-Kpt/1904/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan

Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap
Pemilihan Umum Tahun 2019 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020, Jumlah minimal Dukungan paling
sedikit 12.213 Dukungan (Dua Belas Ribu Dua Ratus Tiga Belas Dukungan) 10 % dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun
2019 di Kabupaten Bangka Tengah  yaitu 122.130 (Seratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Pemilih), dan minimal tersebar di 4
(Empat) Kecamatan dari 6 (Enam) Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah.

2. Tempat Penyerahan Dokumen :
Kantor KPU Kabupaten Bangka Tengah, Alamat : Komplek Perkantoran terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jln. Gelora II, Padang Mulia, KobaTelp.(0718) 7362094.

3. Waktu penyerahan dokumen :
a. Tanggal 19 s/d 23 Februari 2020;
b. Tanggal 19 s/d 22 Februari 2020, Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB;
c. Tanggal 23 Februari 2020, Pukul 08.00 s/d 24.00 WIB.

4. Dokumen yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepada KPU Kabupaten Bangka Tengah pada masa penyerahan
dokumen dukungan, yaitu:
a. 1 (Satu) rangkap asli surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang  ditempel dengan foto kopi Kartu Tanda Penduduk

Elektronik atau dilampiri surat keterangan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan);
b. 1 (Satu) rangkap asli cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal

Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
c. 1 (Satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
d. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan wajib dikelompokan berdasarkan wilayah

kelurahan/desa atau sebutan lain.
5. Untuk Informasi lebih lanjut KPU Kabupaten Bangka Tengah Menyediakan Layanan Helpdesk Pencalonan Perseorangan setiap hari kerja

jam 08.00 s/d 16.00 WIB,  di Kantor KPU Kabupaten Bangka Tengah,  Alamat : Komplek Perkantoran terpadu Pemerintah Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Jln. Gelora II, Padang Mulia, Koba.

Dikeluarkan di Koba
Pada tanggal 03 Desember 2019
Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bangka Tengah

Rusdi

Airlangga Siap
Jadi Capres

KETUA Dewan Pembina Partai Golkar
Aburizal Bakrie mengungkapkan dalam Munas
X Golkar, di Jakarta, Rabu, mengenai kesiapan
Airlangga Hartarto untuk diusung sebagai calon
Presiden RI dalam Pilpres 2024.

Aburizal yang akrab disapa Ical mengaku
pernah mengatakan kepada Airlangga jauh
sebelum Munas dihelat, bahwa jika Airlangga
ingin menjadi Ketua Umum Golkar, maka harus
siap menjadi calon Presiden RI ke depan.

“Betul kan pak Airlangga? Saya sampaikan, dan
dia menyatakan siap,” kata Aburizal di Jakarta,
Rabu (4/12).

Jika seluruh kader sepakat ingin mengusung
kader sendiri, khususnya Airlangga Hartarto,
sebagai capres, Ical mengatakan semua kader
Golkar harus mengangkat derajat dan martabat
partai.

“Saya sampaikan kepada saudara Airlangga
sebagai ketua umum, saya pernah mencoba
(menjadi capres) tapi saya gagal. Oleh karena itu
sekarang anda tidak boleh gagal, harus berhasil
menjadi calon presiden, dan ini akan mengangkat
derajat dan harkat Golkar ke depan,” kata Ical.

Oleh karena itu, kata Ical, segenap kader
Golkar harus mempersiapkan segala sesuatunya
sejak saat ini.

“Saudara Airlangga menyatakan siap, kita
siapkan saudara Airlangga, kita siapkan
ladangnya, kita siapkan bangsa Indonesia untuk
menerima calon dari Golkar untuk menjadi
Presiden RI 2024,” kata dia.

Sebelumnya usulan untuk mengusung
Airlangga Hartarto sebagai capres 2024 juga
muncul dalam pandangan umum yang
disampaikan para pemegang hak suara Golkar
dalam Munas X Golkar.

Salah satu yang menyampaikan adalah
organisasi pendiri Golkar, Kosgoro 1957.

Ketua Umum Kosgoro 1957 Agung Laksono
mengatakan dengan kemampuan Airlangga yang
sudah banyak disinggung, maka pada waktunya
Airlangga dapat diusung menjadi capres Golkar.
(ant)

JAKARTA - Wakil
Koordinator Bidang Pratama
Bambang Soesatyo mem-
bantah isu ada intervensi Istana
terkait keputusannya mundur
dari pencalonan Ketua Umum
DPP Partai Golkar periode
2019—2024.

"Enggak ada (intervensi),

enggak ada," kata Bambang
Soesatyo di sela Musyawarah
Nasional Partai Golkar di Hotel
Ritz-Carlton,  Kuningan,
Jakarta, Selasa (3/12) malam.

Bamsoet, sapaan akrab
Bambang Soesatyo yang juga
Ketua Majelis  Permusya-
waratan Rakyat (MPR) RI, juga
membantah adanya perte-
muan dengan utusan Presiden
terkait dengan keputusannya
itu.

"Enggak ada, enggak ada
utusan Presiden. Siapa? Enggak
ada," katanya.

"ada beberapa hal alasan
kenapa kemudian saya
memutuskan tidak
melanjutkan...”

Bamsoet menjelaskan bahwa
keputusannya mundur dari
pencalonan ketua umum telah
dipertimbangkannya secara
matang demi keutuhan partai.

"Jadi gini, ada beberapa hal
alasan kenapa kemudian saya
memutuskan tidak melan-
jutkan. Yang pertama, setelah
saya mencermati s ituasi
menjelang munas yang makin
panas," katanya.

Kedua, kata dia, perlu lang-
kah yang tepat untuk menjaga
situasi politik, sebagaimana
disampaikan Presiden RI Joko

Widodo, agar bisa menjawab
tantangan dan pengaruh
ekonomi global.

Ketiga, Bamsoet mengaku
mendapatkan masukan dari
para senior Golkar, seperti Luhur
Binsar Pandjaitan, Aburizal
Bakrie (ketua dewan pembina),
Agung Laksono (ketua dewan
pakar), dan Akbar Tandjung.

Bamsoet juga bertemu
dengan tokoh-tokoh Golkar
lainnya, seperti Yapto Soerjo-
soemarno (Ketua Umum
Pemuda Pancasila), Pontjo
Sutowo (Ketua Umum FKPPI),

dan Bobby Suhardiman (Plt.
Ketua Umum SOKSI).

Mereka memberikan saran,
nasihat, dan menyampaikan
pentingnya mengambil
langkah-langkah agar Partai
Golkar tetap solid.

"Saya memutuskan untuk
tidak meneruskan demi
persatuan dan kesatuan Partai
Golkar, plus semangat kami
dengan Pak Airlangga, dan
didampingi Pak Luhut, dewan
pembina, dewan pakar, mem-
berikan nasihat agar rekon-
siliasi," kata Bamsoet. (ant)

Airlangga Kantongi
50 Persen Lebih Suara
JAKARTA - Ketua Umum

DPP Partai Golkar Airlangga
Hartarto sudah mengantongi
lebih dari 50 persen suara dalam
kapasitasnya maju sebagai bakal
calon ketua umum petahana
dalam Munas X Golkar.

“Tadi pandangan umum
sudah 30, terdiri dari pengurus
daerah maupun ormas dan
tersisa 14 lagi. Kalau dari segi
suara sudah lebih dari 50
persen,” kata Airlangga di arena
Munas X Golkar di Jakarta,
Rabu (4/12).

Dukungan suara ini menjadi
tiket bagi bakal calon ketum
Golkar untuk ditetapkan
sebagai calon ketua umum,
karena syarat yang ditetapkan
untuk pencalonan adalah 30
persen suara.

Selain itu, jika dukungan
suaranya sudah melebihi 50
persen, hampir dapat dipastikan
aklamasi akan terjadi, lantaran
saat ini hanya tersisa dua bakal

calon ketua umum Golkar,
yakni Airlangga dan Ridwan
Hisjam.

Meskipun sudah mengan-
tongi suara mayoritas ber-
dasarkan dukungan yang
disampaikan dalam pandangan
umum sementara, Airlangga
menyatakan masih ingin
menunggu pandangan umum
dari 14 perwakilan daerah
lainnya.

Selanjutnya, apabila tidak ada
hal lain yang mengubah du-
kungan itu, maka proses
pencalonan dirinya sebagai
ketua umum bisa dilakukan
Rabu malam ini.

“Kalau tidak ada hal lain,
mungkin malam ini bisa ber-
proses. Tetapi sesuai dengan
agenda maka ada yang nama-
nya pencalonan ada yang
namanya penetapan. Jadi kalau
lihat, penetapan jadwalnya
besok,” kata Airlangga.
(ant)

PKS Tanggapi Soal
Penghinaan Presiden

JAKARTA - Pasal
penghinaan Presiden pernah
masuk dalam rancangan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
(RKUHP), namun didemo oleh
mahasiswa karena dianggap
warisan kolonial dan berten-
tangan dengan putusan Mahka-
mah Konstitusi.

Ketua Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) di Dewan
Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI) Jazuli Juwaini
mengatakan ada beban moral
yang ditanggung Kepala Negara
jika benar ingin melaporkan
warga negaranya.

“Ada beban moral di situ. Coba
ente, masa Presiden mau me-
ngaduin, malu dong Presiden.
Enggak kelas banget begitu,” ujar
Jazuli saat ditemui dalam Rapat
Kerja Fraksi PKS di Hotel Grand
Sahid Jakarta, Rabu (4/12).

Menurut Jazuli, di dalam
klausul pasal penghinaan
Presiden, murni merupakan
delik aduan. Artinya, yang
melaporkan kasus penghinaan
tersebut harus Presiden atau
Wakil Presiden sendiri sebagai
pihak yang dirugikan.

Adanya penolakan disertai
demo besar-besaran beberapa
waktu yang lalu membuat DPR
RI mengkaji ulang untuk mene-
ruskan pembahasan RKUHP.

Jazuli mengatakan soal apa-
kah bisa seseorang ditunjuk
untuk melaporkan kasus
Penghinaan Presiden ke polisi
juga masih didalami lebih lanjut.

“Nanti kami bahas, kami
dalami dulu lah. Jangan sampai
belum dibahas sudah heboh
lagi,” kata Jazuli.

Jazuli mengatakan sampai
saat ini DPR RI masih belum

membahas lebih lanjut RKUHP
karena ingin menampung setiap
aspirasi yang disampaikan
masyarakat.

“Aspirasi yang disampaikan,
baik itu lewat protes dalam bentuk
demonstrasi, itu akan jadi bahan
kajian ulang RKUHP,” ujar dia.

Kasus terkini soal penghinaan
Presiden kembali terjadi dan
menimpa akademisi Rocky
Gerung. Rocky diancam akan
dilaporkan ke polisi oleh Poli-
tikus PDIP Junimart Girsang
setelah Rocky menyebut Presi-
den tidak memahami Pancasila
dalam sebuah acara yang dita-
yangkan di televisi.

Tagar Rocky Gerung menghina
presiden langsung jadi tren di
Twitter, Rabu (4/12/2019) karena
ribuan cuitan warganet meng-
gunakan tagar Rocky Gerung
menghina presiden. (ant)
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Mewujudkan Wilayah Bebas
dari Korupsi di Kantor Kita

komponen pengungkit ini
akan berbobot nilai 60%.
Sementara 40% lainnya
dinilai melalui dua komponen
hasil,  yaitu terwujudnya
pemerintah yang bersih dan
bebas KKN yang diperolah
melalui survei Persepsi Anti
Korupsi dari pengguna la-
yanan dan tindak lanjut atas
temuan laporan hasil pe-
meriksaan. Komponen hasil
yang kedua adalah terwu-
judnya peningkatan kualitas
pelayanan publik kepada
masyarakat yang diperoleh
melalui survei kepada para
pengguna layanan.

Sebelum pelaksanaan
pembangunan ZI melalui
pemenuhan komponen peng-
ungkit dan komponen hasil,
unit kerja harus melakukan
pencanangan pembangunan
ZI sebagai bentuk deklarasi
agar seluruh pemangku ke-
pentingan terkait mengetahui
dan mendukung pembangun-
an ZI pada unit kerja ter-
sebut. Bahkan untuk men-
dukung terpenuhinya dua
komponen utama tersebut,
sebuah unit kerja harus terus
membangun sinergi baik
internal maupun eksternal,
bahkan membina intimacy
dengan para stakeholder
yang merupakan “pelanggan”
atau penerima layanan dari
unit kerja tersebut.

Kepuasan para pemangku
kepentingan (Stakeholders
Satisfaction) merupakan
tujuan utama dari keber-
langsungan layanan sebuah
unit kerja. Hal lain yang
tidak kalah pentingnya da-
lam rangka meningkatan
kualitas pelayanan dan
kualitas kinerja organisasi
adalah perlunya pengem-
bangan berbagai inovasi.

luruh unit intsansi pemerintah
di Republik Indonesia tercinta
ini. Lantas, apa yang harus
dipersiapkan bagi unit-unit
yang belum berpredikat se-
bagai WBK/WBBM ? Ada
beberapa langkah sederhana
yang harus dimulai sejak dini,
mulai dari sekarang, dari diri
kita, dan dari yang kecil-kecil.

Beberapa langkah tersebut
antara lain, pemenuhan be-
berapa komponen yang telah
dituangkan secara detil dalam
panduan sebagaimana Per-
menpan 52 tahun 2014.

Untuk memenuhi berbagai
komponen tersebut perlu
komitmen bersama para
pimpinan dan seluruh pe-
gawai untuk melakukan per-
ubahan mindset, prilaku, dan
budaya kerja. Komitmen
inilah yang menjadi cikal
bakal perlunya manajemen
perubahan di unit tersebut.

Selanjutnya perlu ada pe-
nataan manajemen SDM dan
penataan ketatalaksanaan,
yang antara lain perlu adanya
pembenahan administrasi
keuangan, kepegawaian, dan
proses bisnis.

Disamping itu, perlu pula
adanya penguatan akun-
tabilitas kinerja dan penguat-
an pengawasan, serta tentu-
nya perlu adanya peningkatan
pelayanan publik. Ituah yang
kemudian dirangkum dalam
enam komponen pengungkit
yang harus dipenuhi setiap
unit yang ingin meraih pre-
dikat WBK/WBBM.

Jadi, syarat pertama bagi
sebuah unit kerja untuk bisa
meraih predikat WBK adalah
harus memenuhi seluruh
kegiatan dan bukti doku-
mentasinya untuk enam kom-
ponen pengungkit tersebut.

Total pemenuhan enam

sebelumnya, dimana predikat
WBK dan WBBM bisa di-
peroleh sekaligus pada tahun
yang sama.

Bagi unit-unit kerja yang
telah berpredikat WBK atau
bahkan WBBM, predikat itu
tentu bukan sesuatu untuk
menjadi berbangga diri hing-
ga lupa akan komitmen dan
integritasnya. Predikat ter-
sebut justru harus menjadi
cambuk untuk terus menjaga
unitnya dari praktek-praktek
KKN dan harus terus kon-
sisten dalam peningkatan
kualitas pelayanan prima.

Lebih dari itu, unit-unit
tersebut diharapkan mampu
menjadi penebar dan pe-
nyebar virus-virus ZI ke ber-
bagai unit kerja lainnya,
sehingga pada akhirnya se-
luruh unit di seluruh Indonesia
dapat berpredikat sebagai
WBK/WBBM.

Namun demikian, hal ter-
sebut tentu bukanlah tugas
mudah, karena di luar ratusan
unit yang telah berpredikat
WBK/WBBM masih terdapat
ribuan unit lagi yang belum
berpredikat sebagai WBK/
WBBM, dan sebagian masih
berupaya membangun ZI
menuju WBK/WBBM.

Bagi unit-unit yang belum
berpredikat tersebut tentu
tidak bisa tidak, harus mam-
pu segera bergerak dan
berbenah. Ya, berbenah!
Berbenah untuk segera me-
nyiapkan pembangunan ZI di
lingkungannya untuk mewu-
judkan sebuah wilayah yang
bebas dari korupsi dan wi-
layah birokrasi besih dan
melayani.

Suka atau t idak suka,
cepat atau lambat, ZI adalah
sebuah keniscayaan dan
sebuah kewajiban bagi se-

Slamet Mulyono
Kepala Bidang SKKI-Kanwil DJPb Provinsi

Bangka Belitung

Inovasi bisa bersifat internal
seperti inovasi penguatan
pengawasan, peningkatan
kinerja organisasi dan pe-
ningkatan kompetensi pe-
gawai, atau inovasi yang
bersifat eksternal seperti
inovasi pelayanan publik.

Terlepas dari pemenuhan
seluruh komponen tersebut di
atas, sebenarnya ada satu
hal yang relatif lebih urgent
dan penting untuk ditanam-
kan terlebih dahulu ke dalam
diri setiap individu dalam
sebuah unit, yaitu nilai ‘in-
tegritas’ itu sendiri, yakni nilai
yang bisa dikaitkan dengan
nilai-nilai kejujuran, komit-
men dan konsistensi.

Berjalannya praktik-praktik
sehat dan budaya antikorupsi
dalam sebuah unit didasari
bukan  karena ketakutannya
terhadap aparat penegak
hukum, bukan pula karena
ewuh pekewuh dengan unit
yang lain, dan tidak pula
karena sekedar tujuan meraih
predikat WBK/WBBM, apa-
lagi hanya sekedar latah
meniru-niru unit lain.

Berjalannya praktik-praktik
sehat dan budaya antikorupsi
dalam suatu unit lebih di-
sebabkan karena adanya nilai
integritas pada masing-ma-
sing individu  yang menun-
tunnya pada kesadaran akan
akuntabilitas kepada Tuhan
Yang Maha Kuasa.

Membangun nilai-nilai inilah
yang perlu ditanamkan sejak
dini dan dijaga terus-me-
nerus. Ketika seorang individu
sudah menanamkan dalam
dirinya sikap bertanggung-
jawab kepada Tuhan YMK
maka ia akan senantiasa
menjaga perilakunya sesuai
dengan kode etik dan norma-
norma yang berlaku, ia akan

selalu profesional dalam
bekerja dan melayani, ia
akan selalu berupaya men-
jalin sinergi untuk mencapai
tujuan mulia, dan ia pun tak
akan pernah jenuh untuk
selalu memperbaiki diri (con-
tinuous improvement).

Setelah berbagai upaya
tersebut disiapkan dan di-
laksanakan dengan baik,
maka wilayah yang bebas
dari korupsi bisa segera
terwujud dengan baik, dan
bahkan tidak sekedar embel-
embel predikat WBK/WBBM
melainkan benar-benar men-
jadi unit yang sehat dan
bersih serta siap menjadi
garda terdepan dalam men-
dukung terwujudnya Pe-
merintahan Indonesia se-
bagai pemerintahan yang
clean and good government.

Kapan upaya ini akan di-
mulai ? Ya, sekarang harus
segera dimulai dimana pas
bertepatan menjelang Hari
Antikorupsi Se-Dunia (HA-
KORDIA) yang jatuh pada
tanggal 9 Desember. Se-
hingga setelah capaian ter-
sebut tercapai tentu tidaklah
berhenti sampai disini, me-
lainkan unit kerja bisa terus
menebarkan dan menularkan
virus-virus positif  ZI nya
kepada lingkungan dan unit-
unit kerja lainnya.

Pada gilirannya virus ‘in-
tegritas’ inilah yang akan
terus merambah ke seluruh
unit instansi pemerintah di
seluruh Indonesia, hingga
akhirnya mewujudkan sebuah
pemerintahan yang bersih
dan bebas KKN, tentu bukan
hanya sekedar mimpi, tapi
sebuah kenyataan yang bisa
dinikmati bersama menuju
Indonesia yang sejahtera, adil
dan makmur. Semoga!

nakan langkah-langkah nyata
bagi unit-unit instansi peme-
rintah dalam pembangunan
zona integritas, bahkan telah
disiapkan, dan penilaian unit
kerja pun segera dimulai.

Pada tahun-tahun pertama
setelah terbitnya Permenpan
52 Tahun 2014 tersebut,
beberapa unit telah berhasil
membangun kawasannya
menjadi sebuah Zona Inte-
gritas (ZI) dan telah berhasil
dinilai oleh Tim Penilai Na-
sional (TPN) Kementerian
PAN & RB sebagai unit kerja
yang berpredikat “Wilayah
Bebas dari Korupsi/Wilayah
Birokrasi Bersih dan Me-
layani (WBK/WBBM)”.

Jumlahnya pun terus kian
bertambah setiap tahunnya,
hal ini menunjukkan semakin
meratanya awareness, se-
mangat, dan komitmen in-
stansi pemeintahan untuk
mendukung suksesnya refor-
masi birokrasi di Republik
Indonesia tercinta.

Bahkan saat ini di tahun
2019 puluhan bahkan ratusan
unit telah berpredikat WBK,
dan lebih dari itu puluhan unit
telah berpredikat juga se-
bagai WBBM. Sebagai in-
formasi, sejak tahun 2018,
penilaian dan pemberian
predikat WBK dan WBBM
dibuat serial, artinya unit
kerja di tahun pertama harus
berhasil meraih predikat WBK
lebih dahulu, baru di tahun
berikutnya berhak mengikuti
penilaian predikat WBBM.

Metode yang sedikit ber-
beda dengan tahun-tahun

ASCA penetap-
an Peraturan
Presiden Nomor
81 Tahun 2010
tentang Grand
Desain Refor-
masi Birokrasi,
Pemerintah se-

makin gencar menerapkan
dan mengkampanyekan re-
formasi birokrasi pada se-
luruh institusi pemerintahan.

Melalui kementerian Pen-
dayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
(Kemeterian PAN & RB),
Pemerintah kembali me-
nindaklanjuti langkah nyata
dalam melaksanakan re-
formasi birokrasi melalui
penetapan Peraturan Menteri
PAN & RB Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pedoman Pem-
bangunan Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM (Wi-
layah Bebas dari Korupsi/
Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani) di Lingkungan
Instansi Pemerintah. Per-
aturan ini merupakan sebuah
panduan untuk melaksa-

P

Belajar di Kelas Awan, Inovasi Pembelajaran Kontemporer untuk Siswa
pendidikan pun demikian, guru tanpa
melakukan inovasi dalam pembelajaran
yang dikelolanya tentu berimbas pada
kualitas pembelajaran di kelas yang
semakin meredup bahkan di tingkat pal-
ing parah bisa menjadi mati suri. Kita bisa
melihat kemirisan ini dari hasil kualitas
pendidikan yang dilakukan setiap tahun
atau beberapa tahun oleh organisasi
internasional yang berfokus pada
pendidikan. Lihatlah bagaimana kualitas
hasil pendidikan di Indonesia dari tahun
ke tahun, jalan di tempat bukan? Atau
meminjam jargon Syahrini, kualitas hasil
pendidikan di Indonesia masih maju
mundur cantik. Kadang maju sedikit,
sering pula mundur sedikit. Tak pernah
berlari kencang. Aduh!!!!

Hasil tes PISA Tahun 2018 baru saja
dirilis di laman resminya beberapa pekan
kemarin. Iya, sudah bisa ditebak kok bah-
wa Indonesia masuk dalam kategori ne-
gara yang tak berkembang signifikan dari
tahun ke tahun. Kendati hasil tes PISA
berfokus pada reading dan literacy siswa
kelas menengah, setidaknya ini bisa men-
jadi renungan bagi guru akan urgensinya
melakukan inovasi dalam memberikan
pengalaman belajar siswa. Bentuknya
seperti apa? Yang jelas apapun bentuk-
nya, guru harus menggunakan teknologi
dan internet bersama dengan siswa
dalam kegiatan pembelajaran, karena

dengan situasi ini, sehingga mereka
minim akan inovasi. Perlahan tapi pasti,
Google yang saat itu baru berembrio
mulai menampakkan pertumbuhan yang
pesat. Tahun 1998 merupakan kelahiran
Google. Ibarat bayi, google bisa dikata-
kan sebagai bayi ajaib. Yahoo me-
rupakan satu-satunya mesin pencari
yang unggul belasan tahun yang lalu
namun Google mengalahkannya di
kisaran tahun 2006 sampai hari ini.
Tampilan Google yang ringkas dan
sederhana namun fitur yang ditawarkan
untuk pencarian web sangat holistik
membuat pengguna setia Yahoo beralih
ke Google karena keunggulannya.

Bagaimana nasib Yahoo? Sungguh
merana. Yahoo pun harus menelan pil
pahit saat 'mahkota' kebanggannya
sebagai penyedia layanan email nomor
satu diambil alih perusahaan yang semula
sempat ditawarkan pada Yahoo untuk
dibeli, Google. Butuh contoh lain? Lihatlah
bagaimana nokia runtuh dan blackberry
rebah. Kita hidup di era teknologi in-
formasi, era digitalisasi, era internet 4.0
yang mana perubahan terjadi bukan lagi
dalam hitungan masa yang panjang. Cu-
kup satu dua tahun saja terlewati, hal ba-
ru terkait teknologi sudah banyak terjadi.

Contoh di atas cukup menggambarkan
bahwa inovasi merupakan syarat mutlak
untuk tetap memiliki eksistensi. Dibidang

AWALNYA, judul tulisan yang ingin
penulis buat adalah dengan menyebutkan
nama aplikasi kelas awan yang dimaksud.
Namun, untuk menghindari perspektif
beragam pada orang yang membaca
artikel popular hanya sampai di judul.
Akhirnya saya menuliskan judul seperti di
atas. Walaupun pada isi tulisan ini akan
disebutkan nama aplikasi belajar di kelas
awan. Setidaknya ini merupakan bentuk
dari kehati-hatian dalam menulis di era
gratisnya harga sebuah perundungan.

Tanpa inovasi, bersiap-siaplah untuk
mati. Kalimat ini tepat untuk kita jadikan
prinsip bahwa kehidupan itu pada
hakikatnya memang berjalan dinamis.
Kaum milenial seumuran penulis tentu
ingat dengan yahoo sebagai pelopor
web dan mesin pencari yang pernah
berjaya di awal mula internet menetaskan
eksistensinya didunia. Kala itu, google
belum sama sekali mengaumkan gaung-
nya. Tahun 1990-an, Yahoo begitu fa-
miliar dikalangan milenial. Sebagian
besar email yang kita miliki saat itu pasti
dibuat dengan menyandingkan nama
yahoo dibelakangnya. Mau chatting juga
tinggal membuka aplikasi yahoo messa-
nger. Apalagi dengan kebutuhan mem-
baca berita, tinggal buka web Yahoo dan
berita yang realtime selalu ditampilkan
Yahoo hanya dalam hitungan detik.

Sepertinya, Yahoo terlalu nyaman

dunia berkembang jauh lebih luas, tak
lagi sebesar daun kelor. Sekarang bukan
lagi zamannya menyuruh siswa meng-
hafal definisi, rumus, atau apalah-apalah
yang sejenis dengan itu. Hai teman
sesama guru, era kontemporer ini,
substansi belajar siswa lebih diarahkan
agar memiliki pola pikir kreatif dan prob-
lem solving. Ya, ini adalah bekal hidup
era internet 4.0 yang sedang kita jalani.

Lalu, pembelajaran tak lagi wajib
dilakukan didalam kelas karena funda-
mental dari pembelajaran itu sendri
merupakan suatu proses bukan berfokus
pada tempatnya. Terlebih untuk sekolah
kejuruan tempat penulis mengabdi ini,
SMK Negeri 1 Kelapa dan sekolah
kejuruan lainnya pun sama saja, dalam
kurun waktu 3 tahun siswa menempuh
studi di sekolah menengah vokasi ini,
siswa wajib melakukan kegiatan praktik
kerja industri di dunia usaha/dunia industri
dengan waktu yang relatif lebih kurang
satu semester. Dalam kurun waktu itu,
sekolah kami mengharuskan guru-guru
untuk melakukan kegiatan pembelajaran
kepada siswa-siswa seperti biasanya.
Sekali lagi, ini bukan masalah tempat tapi
proses pembelajarannya, sehingga kami
utamanya penulis menggunakan aplikasi
google classroom untuk belajar dengan
siswa-siswa penulis. “Nak, selama kalian
Prakerin (Praktik Kerja Industri), kegiatan

Oleh: Deddy Kurniawan, S.Kom
pembelajaran kita lakukan di kelas awan”,
begitu kata penulis.

Tentu ada banyak aplikasi kelas awan
yang berseliweran di internet. Penulis
memilih google clasroom karena be-
berapa pertimbangan. Setiap siswa yang
memiliki Akun Google pribadi, akun
google langsung dapat terkoneksi
dengan aplikasi google classrom dan
dapat digunakan secara gratis. Selain
guru, sekolah dan organisasi non profit
lainnya juga dapat memanfaatkan google
classroom secara gratis. Google Class-
room juga terintegrasi stabil dengan fitur
Google lainnya. Dua fitur Google lain
yang sering digunakan untuk menunjang
pembelajaran kelas awan ini adalah
Google Dokumen dan Google Drive.
Terakhir, belajar menggunakan google
classroom tak hanya dapat dilakukan
dengan menggunakan laptop/komputer
saja, namun juga dapat dilakukan
dengana menggunakan smartphone
dengan mengunduh aplikasinya terlebih
dahulu di palystore maupun appstore.

Bagaimana cara menggunakannya?
Jika penulis jelaskan di sini sudah pasti
tulisan ini akan seperti sinetron yang
memiliki banyak episode. Tutorial peng-
gunaan Google Classroom dengan
mudah akan kita temukan di internet.
Secara singkat, Google Classroom
membuat kegiatan pemberlajaran tidak

berbatas pada tempat. Fitur tugas,
kolaborasi, pemberian materi dalam
bentuk teks, audio, video, dan pranata
luar serta bentuk evaluasi yang relatif
lengkap difasilitasi dengan baik oleh
Google Classroom. Penulis sebagai
pengajar dapat membuat kelas, mem-
berikan tugas, mengirim masukan, dan
melihat semuanya siswa yang hadir
dimanapun penulis berada. Inilah salah
satu inovasi pembelajarannya yang
penulis lakukan berbasis internet 4.0.
Transformasikan kegiatan belajar anda
sebagai guru dengan siswa di kelas
awan. Kita semua bisa melakukannya.
Sekarang saatnya anda mencoba.

Guru Multimedia SMK Negeri 1
Kelapa
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Bowo Sidik Divonis
Lima Tahun

JAKARTA - Anggota
Komisi VI DPR nonaktif Bowo
Sidik Pangarso divonis lima
tahun penjara ditambah denda
Rp250 juta subsider empat
bulan kurungan karena terbukti
terbukti menerima suap dan
gratifikasi.

“Mengadili, menyatakan ter-
dakwa Bowo Sidik Pangarso
terbukti secara sah dan meya-
kinkan telah melakukan tindak
pidana korupsi secara bersama-
sama dan berlanjut. Menjatuh-
kan pidana terhadap terdakwa
dengan pidana penjara selama
5 tahun dan denda Rp250 juta
subsider 4 bulan kurungan,”
ucap Ketua Majelis Hakim
Yanto saat membacakan putu-
san Bowo di Pengadilan Tipikor
Jakarta, Rabu (4/12).

Adapun hal yang membe-
ratkan, terdakwa Bowo tidak
mendukung pemerintah dalam
pemberantasan tindak pidana
korupsi.

Sedangkan hal meringankan,
terdakwa Bowo berlaku sopan
dalam persidangan, belum per-
nah dihukum, mengakui ber-
salah, menyesali perbuatannya,
dan telah mengembalikan uang
hasil perkara ke Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, Majelis Hakim juga
menjatuhkan pidana tambahan
berupa pencabutan hak politik
untuk Bowo selama empat
tahun terhitung sejak terdakwa
selesai menjalani masa pidana.

Selain itu, Majelis Hakim juga
memerintahkan kepada Jaksa
Penuntut Umum (JPU) KPK
agar kelebihan uang terkait
pengembalian uang yang disetor
oleh Bowo sebesar Rp52.095.966
dikembalikan kepada Bowo.

Vonis itu berdasarkan dak-
waan pertama dari Pasal 12
huruf a UU No 31 tahun 1999
sebagaimana diubah UU No 20
tahun 2001 tentang Pembe-
rantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1
juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP
dan dakwaan kedua Pasal 12 B
UU No 31 tahun 1999 seba-
gaimana diubah dengan UU No
20 tahun 2001 tentang Pem-
berantasan Tindak Pidana
Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1
ke-1 KUHP juncto Pasal 65
ayat 1 KUHP.

Vonis tersebut lebih rendah atas
tuntutan JPU KPK yang me-
nuntut Bowo tujuh tahun penjara
ditambah denda Rp300 juta
subsider enam bulan kurungan.

Atas vonis itu, baik JPU KPK
dan Bowo menyatakan pikir-
pikir.

Dalam dakwaan pertama,
Bowo dinilai terbukti menerima
hadiah, yaitu uang sejumlah
163.733 dolar AS dan
Rp311.022.932 dari General
Manager Komersial PT Humpuss
Transportasi Kimia (HTK) Asty
Winasty dan Direktur Utama PT
HTK Taufik Agustono.

Pemberian itu ditujukan agar
Bowo membantu PT HTK men-
dapat pekerjaan pengangkutan dari
PT Pupuk Indonesia Logistik
(PILOG), anak perusahaan BUMN
PT Pupuk Indonesia (Persero).

Bowo Sidik beberapa kali
bertemu dengan Direktur Uta-
ma PT PIHC Aas Asikin Idat
dan Direktur Pemasaran PT

PIHC Achmad Tossin Sutawikara
agar membatalkan pemutusan
kontrak PT Kopindo Cipta
Sejahtera (KCS) dan PT HTK
sehingga kapal MT Griya Borneo
dapat kembali digunakan.

Selanjutnya dilakukan per-
temuan teknis dan internal PT
HTK dan PT PILOG pada 12
Desember 2017 yang dituang-
kan dalam notulen antara PT
PILOG dan PT HTK yang isi-
nya “sepakat untuk bersinergi di
bidang pemasaran/marketing
kapal, sepakat utilisasi dan
pembentukan tim di mana Asty
menjadi ketua tim PT HTK.”

Kesepakatannya adalah kapal
PT HTK bernama MT Griya
Borneo berkapasitas 9.000
metrik ton dapat disewa PT
PILOG untuk mengangkut
amoniak dan kapal PT PILOG
bernama MT PUpuk Indonesia
berkapasitas 13.500 metrik ton
dapat disewa PT HTK.

Kontrak antara PT HTK dan
PT PILOG sendiri ditandata-
ngani pada 12 Juni 2018 yang
menjadi dasar pemberian “com-
mitment fee” kepada Bowo Sidik
sebesar 200 dolar AS per hari.
Sedangkan kontrak 9 Juli 2018
menjadi dasar pemberian “com-
mitment fee” untuk Bowo SIdik
sebesar 1,5 dolar AS.

Dalam pembukuan PT HTK,
pembayaran “fee” kepada
Bowo dicatat pada pos port
charges (biaya pelabuhan) atau
miscelleaneus (biaya lain).

Rincian “commitment fee”
kepada Bowo Sidik melalui
Indung adalah pertama, 1 Okto-
ber 2018 sebesar Rp221.522.932
terkait sewa kapal MT Pupuk
Indonesia bulan Juni-Agustus.
Uang diserahkan di RS Pondok
Indah kepada Indung selanjutnya
Bowo mengambil langsung uang
“fee” tersebut.

Kedua, pada 1 November
2018 sebesar 59.587 dolar AS
terkait pengangkutan amoniak
kapal MT Griya Borneo bulan
Juli-September 2018 sebanyak
6 trip. “Fee” diserahkan Asty
kepada Indung di hotel Grand
Melia dan selanjutnya dibawa
ke rumah Bowo di Cilandak
untuk diserahkan ke istri Bowo
bernama Budi Waluyanti.

Ketiga, pada 20 Desember
2018 sebesar 21.327 dolar AS
untuk fee terkait sewa kapal MT

Pupuk Indonesia September-
Oktober 2018 untuk
pengangkutan amoniak kapal
MT Griya Borneo Oktober
2018 1 kali trip. Uang diserah-
kan Asty kepada Indung di hotel
Grand Melia dan selanjutnya
dibawa ke kantor PT IAE dan
diambil langsung oleh Bowo.

Keempat, pada 26 Februari
2018 sebesar 7.819 dolar AS
untuk pengangkutan amoniak
kapal MT Griya Borneo
November-Desember. Uang
diserahkan kepada Indung di
kantor PT HTK dan diantar ke
rumah Bowo.

Kelima pada 27 Maret 2018
sebesar Rp98.449.000 meru-
pakan fee kapal MT Pupuk
Indonesia bulan Desember
2018. Uang rencananya dibe-
rikan kepada Indung di kantor
PT HTK, sesaat menerima fee,
Indung ditangkap petugas KPK.

Dengan demikian, fee selu-
ruhnya yang sudah diterima
Bowo Sidik Pangarso ber-
jumlah 158.733 dolar AS dan
Rp311.022.932 (senilai total
sekitar Rp2,568 miliar).

Bowo juga terbukti menerima
Rp300 juta dari Direktur Utama
PT Ardila Insan Sejahtera Lamidi
Jimat karena telah membantu
menagihkan pembayaran utang
ke PT Djakarta Lloyd dan mem-
bantu PT Ardila mendapatkan
pekerjaan penyediaan BBM jenis
Marine Fuel Oil kapal-kapal PT
Djakarta Lloyd.

Dalam dakwaan kedua, Bo-
wo dinilai terbukti menerima
gratifikasi sebesar 700 ribu dolar
Singapura (sekitar Rp7,189
miliar) dan Rp600 juta yang
digunakan untuk biaya kam-
panye sebagai calon anggota
DPR dari Jawa Tengah.

Rincian penerimaan uang
tersebut adalah pertama, pada
sekitar awal 2016 Bowo mene-
rima 250 ribu dolar Singapura
karena mengusulkan Kabu-
paten Kepulauan Meranti
mendapat Dana Alokasi Khusus
(DAK) fisik APBN 2016.

Kedua, pada sekitar tahun
2016 Bowo menerima 50 ribu
dolar Singapura saat mengikuti
acara Musyawarah Nasional
(Munas) Partai Golkar di
Denpasar Bali untuk pemilihan
ketua umum Partai Golkar
periode 2016-2019.

Ketiga, pada 26 Juli 2017
Bowo menerima uang tunai
sejumlah 200 ribu dolar Si-
ngapura dalam kedudukannya
sebagai Wakil Ketua Komisi VI
DPR yang sedang membahas
Peraturan Menteri Perdaga-
ngan tentang Gula Rafinasi
(Perdagangan Gula Kristal
Rafinasi melalui Pasar Lelang
Komoditas)

Keempat, pada 22 Agustus
2017 Bowo menerima uang
sejumlah 200 ribu dolar Singa-
pura di restoran Angus House
Plaza Senawan dalam kedu-
dukannya selaku wakil ketua
Komisi VI DPR RI yang ber-
mitra dengan PT PLN yang
merupakan BUMN.

Pada awal 2019 Bowo me-
minta bantuan Ayi Paryana
menukarkan uang sejumlah
693.000 ribu dolar SIngapura
ke dalam mata uang rupiah
secara bertahap sehingga
totalnya mencapai Rp7,189
miliar (dengan kurs Rp10.410/
dolar Singapura).

Bowo juga mengirimkan uang
yang sudah diterima dari PT
Humpuss Transportasi Kimia
(HTK) kepada Ayi Paryana
sebesar Rp840 juta sehingga total
uang yang diserahkan Bowo
kepada Ayi Paryana adalah
sebesar Rp8,029 miliar.

Selanjutnya Ayi delapan kali
menukarkan uang sebanyak
Rp8 miliar itu ke bentuk peca-
han Rp20 ribu ke Bank Man-
diri dan mengantarkan uang
tersebut ke kantor PT IAE
miliki Bowo dan diterima Di-
rektur PT IAE, Indung Andri-
ani secara bertahap sebanyak
delapan kali dimana setiap satu
kali pengiriman adalah sebesar
Rp1 miliar.

Selain penerimaan uang ter-
sebut, pada sekitar Februari
2017, Bowo juga pernah me-
nerima uang sejumlah Rp300
juta di Plaza Senayan dan pada
2018 menerima Rp300 juta di
restoran di Cilandak Town
Square dalam kedudukannya
sebagai wakil Ketua Komisi VI
DPR yang sedang membahas
program pengembangan pasar
dari Kementerian Perdagangan
untuk Tahun Anggaran 2017.
Uang Rp600 juta itu lalu
digunakan untuk keperluan
pribadinya.(ant)

 Curi HP Petugas Keamanan BTC,
Satu Pelaku Buron

Pelaku saat digiring tim Buser ke Polres Pangkalpinang, Rabu (4/12/2019) dini hari.

Tengah Asek Nonton Youtube
Gilang Diciduk Polisi

PANGKALPINANG -
Satu dari dua pelaku pencurian
telepon genggam di pusat pem-
belanjaan Bangka Trade Center
(BTC) bernama Gilang Rizki
Pajri, akhirnya diringkus Tim
Buser Polres Pangkalpinang,
Rabu (4/12/2019) Pukul 00.40
wib.

Pelaku yang saat itu tengah
asik nonton Youtube menggu-
nakan HP curian, sempat ter-
kejut saat kedatangan Tim Buser
dipimpin Kanit Buser Polres
Pangkalpinang Aiptu Mardi
Bule. Dia pun hanya bisa pasrah
saat digelandang petugas  di

salah satu rumah kawasan Pasir
Putih, Kecamatan Bukit Intan.

Pemuda yang memiliki ant-
ing-anting lebar ini, diringkus
Polisi lantaran melakukan pen-
curian HP milik Chandra Sep-
tiawan.

Dari hasil introgasi petugas,
pelaku tidak sendirian dalam
melakukan kejahatan pencu-
rian, seorang yang berinisal R
(DPO) juga terlibat dalam
kasus tindak pidana pencurian
ini.

Dari laporan Polisi, peristiwa
pencurian tersebut tarjadi pada
Sabtu (22/11/2019) Pukul

22.15 wib saat korban sedang
bertugas menjaga keamanan di
kawasan tersebut.

Pada saat peristiwa pencu-
rian, diketahui HP milik korban
berada di samping korban yang
sedang tidur di meja depan ruko
KFC, akibat peristiwa tersebut
korban mengalami kerugian
materi Rp.4.200.000,-(empat
juta dua ratus ribu rupiah).

Kabag OPS Polres Pang-
kalpinang, Kompol Jadiman
Sihotang membenarkan di-
amankannya pelaku pencurian
HP di kawasan BTC.

“Pagi dini hari sudah di-
amankan, berikut barang bukti
berupa HP Oppo F9 warna
biru hitam,” tutup Kabag OPS
(das /10)

Malaysia Deportasi 53 TKI Bermasalah
PEKANBARU - Sebanyak

53 tenaga kerja Indonesia (TKI)
yang bermasalah dideportasi
pemerintah Malaysia melalui
Kota Dumai, Provinsi Riau,
dimana salah seorang tenaga
kerja adalah perempuan yang
sedang hamil empat bulan.

“Yang dideportasi kebanya-
kan dari mereka pekerja yang
bermasalah, atau dalam istilah
pemerintah kita, pekerja migran
Indonesia yang bermasalah.
Mereka sudah jalani hukuman
penjara, atau naik ke mah-
kamah istilah di Malaysia,” kata
Koordinator Pos Pelayanan
Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia
(P4TKI) Dumai, Humisar Sakti-
pan Viktor Siregar ketika dihu-
bungi dari Pekanbaru, Rabu (4/
12).

Humisar menjelaskan, TKI
tersebut mayoritas berasal dari
Provinsi Sumatera Utara. Ma-
laysia mendeportasi mereka
dengan kapal feri dari rumah
detensi imigrasi Depot Leng-
geng, Negeri Sembilan, Ma-
laysia, dan tiba di Pelabuhan
Dumai pada Selasa (3/12).

Begitu tiba di Tanah Air
mereka langsung dikumpulkan
di kantor P4TKI Dumai untuk
jalani pemeriksaan. Ia

mengatakan TKI tersebut men-
jalani deportasi swadaya atas
kemauan dan biaya sendiri
maupun dari pihak keluarga
pekerja di Indonesia.

“Mereka sudah jalani huku-
man penjara, dikembalikan ke
Depot Imigrasi Lengging dan
mereka yang miliki biaya baru
bisa dipulangkan ke Indonesia.
Sebenarnya ada dua jalur, yakni
dengan feri debarkasi ke Pela-
buhan Dumai, dan ada jalur
udara ke Bandara Kualanamu,
Sumatera Utara dan Bandara
Juanda, Surabaya,” katanya.

Ia mengatakan para TKI
ketika dideportasi tidak mem-
bawa harta benda dan paspor.
Mereka masuk ke Indonesia
menggunakan dokumen SPLP
(Surat Perjalanan Laksana
Paspor).

“Informasi dari mereka
(TKI), harta benda mereka
sewaktu ditangkap rata-rata
tidak dikembalikan, baik be-
rupa barang maupun uang,”
kata Humisar.

Humisar juga menjelaskan 53
TKI tersebut terdiri dari 11
orang perempuan dan sisanya
pria. Dua di antaranya adalah
pasangan suami isteri bernama
Budi dan Cung Bui Tin, asal
Singkawang Provinsi Kaliman-

tan Barat. Cung Bui Tin dalam
kondisi berbadan dua saat di-
deportasi, karena sedang hamil
empat bulan.

“Satu orang dalam posisi hamil
empat bulan,” kata Humisar.

P4TKI memfasilitasi warta-
wan Antara untuk berbicara
dengan Cung Bui Tin via tele-
pon. Perempuan berusia 30
tahun ini mengaku baru lima
bulan bekerja di Malaysia,
sebelum ditangkap petugas
imigrasi karena tidak ada izin
kerja.

Ia dan suaminya bekerja
sebagai pelayan di sebuah res-
toran di Bukit Jalil, daerah
pinggiran Kota Kuala Lumpur,
Malaysia.

“Baru lima bulan di Malay-
sia,” ujarnya.

Ia mengatakan merasa
kapok harus berurusan dengan
imigrasi Malaysia karena harus
satu bulan menjalani proses
hukuman, termasuk dua
minggu di penjara. Apalagi
kondisinya sedang hamil saat
dipenjara.

Ia mengaku tidak ingin balik
lagi ke Malaysia.

“Gak (mah) lah. Urus anak
saja,” kata Cung Bui Tin ketika
ditanya apa ingin balik ke Ma-
laysia lagi.(ant)

22 Orang Diperiksa Terkait
Pembunuhan Hakim PN Medan

MEDAN - Kepolisian Dae-
rah Sumatera Utara hingga
Rabu (4/12) menyatakan sudah
22 orang diperiksa terkait
kematian Hakim Pengadilan
Negeri (PN) Medan Jamaluddin
yang tewas dibunuh.

Kapolda Sumatera Utara
Irjen Pol Agus Andrianto, Rabu
(4/12) mengatakan bahwa
pemeriksaan yang dilakukan
oleh tim penyidik Polda Sumut
dan Polrestabes Medan masih
terus berlangsung.

“Sudah 22 orang diperiksa,”
katanya kepada wartawan di
Mako Polda Sumut.

Ia menyebutkan, saat ini tim
gabungan masih melakukan
penyelidikan untuk menangkap
pelaku pembunuhan ataupun
pelaku yang membuang
jenazah korban.

“Kita mau menduga orang
sebagai pelaku itu kan enggak
boleh gegabah. Dalami semua-
nya alibi, kita periksa semua alat
bukti yang ada. Mohon doa

restu agar kasus ini segera ter-
ungkap,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya,
jenazah Jamaluddin ditemukan
dalam kondisi tidak bernyawa
di sebuah jurang di Dusun II
Namo Rindang, Desa Suka
Dame, Kecamatan Kutalim-
baru, Kabupaten Deli Serdang,
Jumat siang.

Korban yang merupakan
Hakim dan juga Humas Pe-
ngadilan Negeri (PN) Medan,
ditemukan warga di dalam satu

unit mobil Toyota Land Cruiser
Prado nomor polisi BK 77 HD
warna hitam.

Saat ditemukan, jenazah
sudah membiru dengan kondisi
terbaring di posisi bangku
belakang.

Dalam peristiwa tersebut,
polisi menyatakan bahwa kor-
ban dibunuh. Dari hasil peme-
riksaan Laboratorium Forensik
(Labfor), korban telah me-
ninggal dunia 20 jam sebelum
jenazah ditemukan.(ant)

KPK Panggil Tersangka Suap
Garuda Indonesia

JAKARTA - Komisi Pembe-
rantasan Korupsi (KPK) memanggil
mantan Direktur Utama PT Garuda
Indonesia periode 2005-2014
Emirsyah Satar (ESA), tersangka
kasus suap pengadaan pesawat

dan mesin pesawat dari Airbus
S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada
PT Garuda Indonesia.

“Hari ini dijadwalkan pemerik-
saan terhadap ESA sebagai ter-
sangka kasus suap pengadaan

pesawat dan mesin pesawat dari
Airbus S.A.S dan Rolls-Royce
P.L.C pada PT Garuda Indonesia,”
ujar Juru Bicara KPK Febri Dian-
syah saat dikonfirmasi di Jakarta,
Rabu (4/12).

Selain Emirsyah, KPK telah mene-
tapkan tersangka terhadap mantan
Beneficial Owner Connaught Inter-
national Pte Ltd Soetikno Soedarjo
(SS) dan mantan Direktur Teknik dan
Pengelolaan Armada PT Garuda In-
donesia (Persero) Tbk 2007-2012
Hadinoto Soedigno (HDS).

Dalam penyidikan kasus itu, KPK
telah mengidentifikasi total suap
yang mengalir kepada para
tersangka maupun sejumlah pihak
mencapai sekitar Rp100 miliar.

KPK sebelumnya telah terlebih
dahulu menetapkan Emirsyah dan
Soetikno sebagai tersangka kasus
suap pengadaan pesawat pada 16
Januari 2017.

Keduanya kemudian kembali
ditetapkan sebagai tersangka tindak
pidana pencucian uang (TPPU) pada
7 Agustus 2019 hasil pengemba-
ngan dari kasus suap sebelumnya.

Sedangkan Hadinoto ditetapkan
sebagai tersangka baru kasus
suap pengadaan pesawat tersebut
juga pada 7 Agustus 2019.(ant)
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ini-red) untuk mendengar saran
dari kementerian-kementerian/
lembaga. Masukan ini berke-
naan dengan leading sektor
mereka masing-masing kemen-
terian/lembaga, ada tambahan
atau tidak, nanti akan kita lihat,"
kata Ketua Pansus RZWP3K,
Adet Mastur kepada wartawan,
Rabu (4/12/2019).

Tentunya, kata Adet, pihak-
nya akan mengawal draf
sementara RZWP3K yang
disusun menghabiskan waktu

lama itu, sehingga tidak ada
perubahan yang signifikan.

"Nah, kalau ada perubahan
yang signifikan, tentu pansus
khususnya DPRD akan mem-
pertahankan itu. Jangan sampai
mereka semena-semena. Maka
dari itu kapasitas kita mengawal
dan mendengar apa masukan
masukan dari kementerian/
lembaga itu. Kita juga siapkan
argumen, kita akan bertahan,"
janjinya.

Disampaikan Adet, bahwa

dari empat kementerian dan
Gubernur Bangka Belitung
(Babel), Erzaldi Rosman, Rabu
(4/12/19).

"Dengan adanya gudang RMP
ini saya berharap agar nantinya
Desa Batu Betumpang akan
menjadi sentra produksi beras
berkualitas karena proses
pengupasan gabahnya sudah
menggunakan teknologi RMP
yang cukup modern," harapnya.

Sementara itu, Gubernur
Babel, Erzaldi Rosman yakin
Gudang RMP Desa Batu Be-
tumpang mampu menghasilkan
beras terbaik untuk memenuhi
kebutuhan pasar di Provinsi
Babel, karena saat ini produksi
beras lokal baru bisa memasok
20 persen saja.

"Oleh karena itu diharapkan
dengan adanya RMP satu-
satunya di Bangka Selatan ini
nanti mampu memproduksi
beras premium setara dengan

Justiar Harap RMP Batu Betumpang Jadi Sentra Produksi, ...........................
beras premium dari luar
Bangka Belitung supaya
memiliki nilai jual yang cukup
cukup baik sehingga bisa
meningkatkan harga gabah,"
katanya.

Senada dikatakan oleh Per-
wakilan Kementerian Perta-
nian RI, Dr. Ir. H. M. Nurdin,
MT. Dirinya yakin dengan
kekompakan stakeholder ter-
kait, Kabupaten Basel mampu
menjadi salah satu lumbung
pangan di Babel.

"Jika kita lihat dari luasan
sawah, infrastruktur, alsintan,
alat produksi beras  serta
komitmen dari pihak terkait
seperti gubernur, bupati dan
para petani saya yakin Bangka
Selatan bisa menjadi lumbung
pangan di Bangka Belitung dan
kami akan terus mendorong
demi ketahanan pangan di
daerah Bangka Belitung,"
ungkapnya.

Sebelumnya, Bupati Basel H.
Justiar Noer menyambut lang-
sung kunjungan perwakilan
lima kementerian yakni Ke-
menterian Desa PDTT, Kemen-
terian Pertanian, Kementerian
BUMN dan Kementerian Riset
dan Teknologi, Kementerian
PUPR di Desa Batu Betumpang,
Kecamatan Pulau Besar.

Kedatangan perwakilan
kementerian yang didampingi
Gubernur Babel tersebut dalam
rangka melakukan kunjungan
kerja guna meninjau dan me-
resmikan gedung pasca panen
komoditi lada putih Bangka
milik Bumdes Bersama Mitra
Lada Bersatu di Kecamatan
Airgegas.

Selain itu, keempat perwa-
kilan kementerian bersama
gubernur didampingi bupati
dan unsur Forkopimda Basel
juga mengunjungi Desa Batu
Betumpang guna melakukan

tanam padi di area persawahan,
meninjau RMP dan melakukan
temu wicara prukades dengan
perwakilan Petani di Basel.

Dalam sambutannya, Justiar
mengucapkan terima kasih atas
kunjungan perwakilan dari
empat kementerian tersebut.
Pada kesempatan itu, dirinya
juga memberikan cindera mata
berbentuk batu belimbing ke-
pada pejabat dari kementerian
tersebut

"Selamat datang di kabu-
paten kami bapak dan ibu dari
empat kementerian, terima
kasih sudah melakukan
kunjungan kerja ke daerah
kami. Semoga dengan adanya
kunjungan ini dapat melihat
langsung potensi pertanian di
wilayah kami yang nantinya
diharapkan bisa disupport oleh
kementerian terkait melalui
berbagai program pusat,"
katanya. (raw/adv/10)

Menambang di Hutan Lindung Sijuk, Bisa Damai?, .......................................
DPRD Babel, Rabu (4/12/2019).
Rapat dipimpin Ketua DPRD
Babel, Didit Srigusjaya di-
dampingi Komisi I, dihadiri
Wakapolda Babel Kombes Pol
Slamet Hadi Supraptoyo beserta
anggota serta Kasatpol PP Babel,
Yamoaa Harefa.

Ketua Komisi I DPRD Babel,
Hellyana dalam rapat me-
nyampaikan pihaknya sudah
turun ke lokasi kejadian untuk
menggali informasi dan me-
minta keterangan masyarakat
penambang terkait insiden
tersebut. Penambang meng-
inginkan persoalan itu ditem-
puh dengan jalan damai.

"Saya tanyakan kepada mas-
yarakat, apa keinginan mereka?
Mereka inginnya damai,
mereka tidak ingin lagi berpikir
yang lebih ruwet daripada ini
dan apa yang mereka alami
sekarang ini, mereka sudah
terbebani," kata Hellyana.

Karena itu, politisi PPP ini
berharap, permasalahan keri-
cuhan penertiban tambang di
Sijuk dapat diselesaikan secara
bijaksana dan kekeluargaan
antara masyarakat penambang,
pihak kepolisian serta Satpol PP
agar tidak ada lagi pihak-pihak
yang merasa dirugikan.

"Saya pikir disini, mungkin
secara arif dan bijaksana. Kalau
kita semuanya bisa berlapang
dada, instropeksi diri, pastinya
ini salah kita semua. Jadi kalau
saya secara pribadi bahwa
masalah ini harus dicari win-win
solutionnya," ujar dia.

Hal sama diungkapkan Ketua

DPRD Babel, Didit Srigusjaya.
Menyikapi hasil RDP, ia
menyampaikan masyarakat
penambang dan pihak Satpol
PP menginginkan agar per-
masalahan ini dapat diselesaikan
secara damai dan kekeluargaan.

"Masyarakat menginginkan
agar tidak ada lagi masalah yang
diributkan, ingin silahturahmi,
ingin menyelesaikan win-win
solution. Setelah kita cek ke
pihak Satpol PP, mereka juga
punya keinginan yang sama,
ingin ceritanya itu diselesaikan
secara kekeluargaan, arahnya
damai," tukas Didit.

Sebelumnya diungkapkan
Didit, berdasarkan hasil perte-
muan dirinya dengan Sekda
Babel, Wakil Gubernur, Abdul
Fatah dan arahan gubernur
juga menginginkan perma-
salahan ricuh Sijuk diselesaikan
secara kekeluargaan.

"Saya waktu itu didatangi
Pak Sekda, Pak Wakil Guber-
nur, mantan Pak Wagub juga,
mereka sudah ketemu Pak
Gubernur dan intinya Pak
Gubernur juga memberikan
respon untuk menyelesaikan
secara kekeluargaan," tuturnya.

Namun demikian, lanjut
Didit, permasalahan ini meru-
pakan kewenangan kepolisian.
Oleh karena itu, dikatakan dia,
jika ingin damai akan dilakukan
mediasi antara masyarakat dan
Satpol PP di Mapolda Babel.

"Ini kan berada di kepolisian,
walaupun nanti kedua pihak
ingin damai, kalau polisi
mengatakan itu tidak, tidak bisa

juga kan. Maka saya minta
tolong kepada Pak Wakapolda
agar nanti giat mediasi ini di
tempat Polda," tukasnya.

Terpisah,  Wakil Ketua
Komisi II DPRD Babel, Bong
Ming-Ming ikut menanggapi
hasil RDP terkait kasus Sijuk
yang mengarah pada penye-
lesaian secara damai dan
kekeluargaan.

"Ini menjadi catatan. Apapun
keputusan rapat, kami sebagai
institusi DPRD, kami mengikuti
itu (hasil RDP-red)," katanya
kepada wartawan.

Akan tetapi ditegaskan dia,
ada catatan penting bagi pihak
kepolisian dalam menyikapi
aktivitas pertambangan ilegal
yang merambah kawasan hutan
lindung di lokasi lainnya, jika
dikaitkan dengan kasus Sijuk
ini.

"Jangan sampai kasus Sijuk ini
damai sementara kasus-kasus
yang lain nanti ada penambang-
penambang kecil hanya
mengambil tailing, kebetulan
itu masuk ke wilayah hutan
lindung kemudian ditangkap,"
tegasnya.

Jika kasus Sijuk ini nantinya
akan berakhir damai, politisi
Partai Keadilan Sejahtera ini
berharap, hal itu memberikan
dampak yang positif bagi
Bangka Belitung.

"Mari kita jaga sama-sama
alam wilayah kita, karena kita
sudah sepakat bahwa Belitung
zero tambang untuk wilayah
lautnya, begitu juga wilayah
hutan lindung pantai. Dan stop

pasukan lebah Dinas Lingkung-
an Hidup (DLH) Kabupaten
Belitung yang terancam
berhenti bekerja lantaran usia
lanjut.

Pada rapat RDP, Rabu (4/12/
2019), DPRD memanggil  Kadin
DLH dan para tenaga kontrak.
Sebelumnya pasukan lebah
meminta agar DLH tetap
mempekerjakan mereka sesuai
apa yang disampaikan oleh
Bupati Belitung Sahani Saleh
beberapa waktu lalu.

"Ada undangan untuk kita,
pekerja yang umurnya 58
tahun dikatakan harus berhenti.
Sementara pak Bupati bilang
kami tetap bekerja, yang penting
disiplin, nah mana yang benar
ini?" tanya salah seorang petugas
kebersihan.

Menjawab pertanyaan
tersebut, Kadis DLH, Eddy
Usdianto mulanya bersikukuh
mempertahankan kebijakan-
nya dengan alasan tidak ingin
terjadi masalah. Terlebih per-
masalahan hukum atas peng-
gunaan anggaran yang menjadi
tanggung jawabnya.

"Saya melakukan hal seperti ini
karena kita ingin melakukan
perubahan. Disatu sisi kami
dituntut untuk peningkatan
kinerja, disisi lain kami ingin
melakukan pembenahan-
pembenahan didalam. Salah

Diputus Kontrak, Pasukan Lebah Usia Lanjut Protes, .....................................
satunya adalah tahun 2020 kita
ada sistem kinerja terhadap
mereka. Kalau dulu ada
timbunan sampah kita bergerak
selesai. Sekarang akan kita tata
rapi, agar para pekerja kita sesuai
dengan SOP. Disisi lain kami
dituntut kinerja yang bagus,
disisi yang lain kita juga harus
memperhatikan pekerja kita,"
papar Edu sapaan akrabnya.

Selain itu, lanjutnya, jika
para tenaga kontrak ini tetap
dipekerjakan, program kese-
jahteraan tenaga kerja kontrak
DLH tidak akan bisa berjalan.
Hal ini disebabkan terkendala
dengan batasan usia pada
jaminan laka kerja, jaminan
kematian,  dan jaminan
pensiun.

"Kita ingin menyesuaikan
mereka mendapatkan jaminan.
Sekarang kita sudah siapkan
jaminan kecelakaan, dan
jaminan kematian. Tapi tidak
ada jaminan untuk pensiun
mereka, ketika putus kontrak
mereka hanya dapat itu, tidak
yang lain. Kita mikirnya kesana,
dan batasan DLH dengan JP
(jaminan pensiun) itu ada. Per
1 Januari 2020 ini batasan umur
tersebut 57 tahun," ungkapnya.

"Mereka ini masuk kedalam
mata anggaran penyedia
petugas kebersihan. Jadi mereka
tenaga kontrak, bukan PNS.

Jadi kita coba perbaiki
kesejahteraan mereka. Namun
saya tidak mau nanti pas ada
pemeriksaan, tangan dua jadi
satu. Karena penanggung jawab
anggaran saya, bapak-bapak
bisa lihat umur mereka diatas
itu, tertinggi 77 tahun,"
lanjutnya.

Meski demikian Edu menye-
rahkan keputusan kepada
Bupati selaku pimpinannya.
Hanya saja kebijakan tidak
berbentuk lisan namun dengan
surat yang dikeluarkan oleh
Bupati Belitung.

"Saya gak mau nanti pada
saat kita kerja ada hal-hal yang
tidak kita inginkan, siapa yang
bertanggung jawab. Saya tidak
mau ketika terjadi sesuatu saya
dilaporkan ke polisi. Namun
saya sampaikan pada mereka
saya ikuti pimpinan saya
(Bupati). Tapi saya tidak mau
secara lisan, saya minta secara
tertulis. Ini bukan saya
membantah pimpinan, tidak.
Saya tidak mau sekonyong-
konyong saya tahan badan,"
ungkapnya.

Sementara Wakil ketua
DPRD Kabupaten Belitung
Hendra Pramono mengung-
kapkan bahwa terkait persoalan
masa kerja usia pasukan lebah
tersebut, Bupati memberikan
kebijakan sampai dengan umur

60 tahun untuk diakomodir
tetap bekerja sebagai tenaga
kontrak, termasuk tambahan
waktu tiga bulan lagi. Sisanya
akan diputus kontrak kerjanya.

Hendra menyampaikan hal
itu merupakan solusi atas
tuntutan dari tenaga kontrak
pasukan orange Kabupaten
Belitung.

"Kalau menurut peraturan,
kita bisa lihat saja PNS saja
hanya 58 tahun dan diper-
panjang dua tahun hingga 60
tahun. Tapi inikan kebijakan.
Edu bukan tidak mau, dia
khawatir jika ada kecelakaan
kerja, siapa yang mau ber-
tanggung jawab. Karena dia
sebagai pengguna anggaran,
akan mendapat masalah karena
mempekerjakan orang yang
tidak seharusnya," jelasnya.

"Nah ini diambil kebijakan
akhirnya, sebetulnya akan
kontrak mereka habis pada
tanggal 31 Desember 2019. Nah
sebagai penghargaan kepada
mereka yang sudah bekerja
puluhan tahun bahkan ada yang
sudah 40 tahun bekerja. Yang
umur 60 tahun akan dipekerja-
kan seperti biasa hingga akhir.
Namun umur 60 keatas hanya
di pekerjakan selama 3 bulan
lagi setelah habis kontrak di
2019 ini," pungkasnya.
(dod/6)

penambangan di hutan lindung
pantai di Sijuk, jangan dilaku-
kan lagi," ujarnya.

Sementara anggota DPRD
Babel, Sukirman menyayang-
kan hasil keputusan RDP yang
akan menggiring kasus Sijuk
berakhir damai. Menurut dia,
pelanggaran hukum yang
terjadi di Sijuk tersebut harus
tetap diproses hokum, agar
kejadian serupa tidak terjadi
lagi kedepannya.

"Harus selesai, artinya damai
itu cerita lain. Tapi kalau saya
pribadi cerita secara keseluruh-
an, kita kan ada disini sebagai
contoh untuk masyarakat luas.
Jadi pandangan kita, proses
hukum harus tetap berjalan.
Tapi kalau yang bersangkutan
sudah ngajak damai, kita bisa
apalagi kan," tandas mantan
Wakil Bupati Bangka Barat ini.

Sedangkan Wakapolda Sla-
met mengungkapkan, hingga
kini proses penyelidikan yang
dilakukan oleh Polda maupun
Polres Belitung terhadap kasus
Sijuk masih terus berlanjut.
Bahkan saat ini penyelidikan
dan penyidikan telah me-
nunjukan perkembangan yang
baik.

"Artinya kalau misalkan kita
berpikir positif, tentunya jalan
ungkap kasus itu ada progress
seperti yang kita inginkan dari
kepolisian. Jadi perkembangan
penyelidikan yang kita
laksanakan baik Polda maupun
Polres (Belitung-red) cukup ada
progress yang bagus," ungkap-
nya. (ron/1)

Yunan Menolak Tawaran Jabatan dari Bupati, .................
(12/4/2019).

Disebutkan bupati, dalam
rekomendasi KASN yang
ditandatangani Wakil Ketua
KASN Tasdik Kinanto itu, diri-
nya selaku PPK diminta me-
nempatkan dan mengangkat
Yunan Helmi ke jabatan pim-
pinan tinggi pratama lainnya
sesuai kompetensi, kinerja dan
kualisifikasinya. Artinya bukan
mengembalikan jabatan Sekda
Babar kepada Yunan lagi.
Karena jabatan pimpinan tinggi
pratama lainnya itu bisa sebagai
staf ahli, kepala dinas atau
asisten. Namun, Yunan diketa-
hui telah lebih dulu menolak
tawaran bupati tersebut.

“KASN merekomendasikan
Saudara Bupati selaku Pejabat
Pembina Kepegawaian agar
menempatkan dan mengangkat
Saudara Yunan Helmi ke
Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
pratama lainnya. JPT ini bisa staf
ahli, kepala dinas dan asisten. Jadi
artinya apa yang kita lakukan
sudah sesuai dengan reko-
mendasi KASN,” jelasnya.

Karena itu Markus meminta
baik Yunan maupun pihak lain
tidak multi tafsir terhadap
rekomendasi KASN tersebut.
Sebab, rekomendasi itu ber-
bunyi menempatkan dan
mengangkat Yunan Helmi ke
jabatan pimpinan tinggi pra-
tama lainnya sesuai kompetensi,
kinerja dan kualisifikasinya.
Bukan

Babar), Yunan Helmi terkait
rekomendasi Komisi Aparatur
Sipil Negara Republik Indonesia
(KASN RI). Menurutnya,
rekomendasi atas pengaduan
dugaan pelanggaran terkait
pembebasan jabatan Sekda Babar
itu, jangan disalahtafsirkan.

Bupati mengaku, sudah
menerima surat rekomendasi
dari KASN yang disebutkan
Yunan Helmi. Rekomendasi itu
tidak berbeda jauh dengan hasil
rapat dirinya bersama Kemen-
terian Dalam Negeri, Badan
Kepegawaian Nasional (BKN),
dan KASN pada Oktober 2019
lalu.

“Saya selaku Pejabat Pem-
bina Kepegawaian (PPK) sudah
menerima surat dari KASN
dengan nomor surat B-3882/
KASN/11/2019 tertanggal 14
November 2019 perihal
Rekomendasi atas Pengaduan
Dugaan Pelanggaran terkait
Pembebasan Jabatan Sekretaris
Daerah Kabupaten Bangka
Barat. Hasilnya, rekomendasi
yang dikeluarkan KASN tidak
jauh berbeda dengan hasil rapat
bersama Kemendagri, BKN
dan KASN tanggal 18 Oktober.
Dan sebelumnya, saya juga
sudah menawarkan yang
bersangkutan ke jabatan JPT
(Jabatan Pimpinan Tinggi)
lainnya, tapi yang bersangkutan
menolak,” ungkap Markus
ketika menghubungi Rakyat
Pos dalam klarifikasi, Rabu sore

kembali semula menjadi
Sekda Babar.

Sedangkan Yunan Helmi
dalam berita kemarin menga-
takan, dalam surat KASN No-
mor B-3882/KASN/11/2019
pada point pertama intinya
disebutkan, bahwasanya
keputusan Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK) tentang
pencabutan jabatan Sekda
Babar,  merupakan suatu
kesalahan administratif tentang
tata kelola dan menagement
kepegawaian.

“Di dalam surat KASN ini
disebutkan, bahwa pembe-
basan/pencopotan jabatan H
Yunan Helmi sebagai Sekda
Babar, tidak terpenuhi dari sisi
ketentuan peraturan per-
undang-undangan," ujar Yunan
saat menggelar konfrensi pers di
Resto Rumah Kebun, Mentok
Selasa (4/12/2019) siang.

Pada point berikutnya, lanjut
dia, KASN RI merekomen-
dasikan kepada PPK dalam hal
ini Bupati Bangka Barat, untuk
mengembalikan jabatan Yunan
Helmi sebagai Jabatan Tinggi
Pratama esselon II.

Meskipun rekomendasi
KASN ini telah keluar, Yunan
menyerahkan sepenuhnya
kepada Bupati Markus. Hanya
saja, ia mengingatkan pengem-
balian jabatannya sebagaimana
yang direkomendasikan oleh
KASN RI mengacu pada aturan
main yang berlaku. (red/1)

pemilik petak ruko dekat tempat
tinggal mereka, Rabu (4/12/
2019). Musababnya, bau busuk
limbah menyerang permu-
kiman.

Diketahui, petak ruko yang
disewakan itu dijadikan untuk
aktivitas usaha dan meng-
hasilkan limbah serta kotoran
tanpa ada tempat penampung-
an. Akibatnya limbah tercecer
dan menebar bau busuk me-
nyengat di lingkungan pemu-
kiman masyarakat.

Awalnya, niat warga ingin
melakukan upaya persuasif
yakni meminta Amen pemilik
ruko ikut ambil bagian atas
pembangunan siring untuk
mengatasi masalah limbah.

Namun, kedatangan warga

Puluhan Warga dan Pemilik Ruko Bersitegang, ................
malah membuat kedua belah
pihak bersitegang. Amen
sempat menolak karena
mengaku sudah berkontribusi
kepada warga setempat dalam
hal pendanaan untuk pemba-
ngunan siring yang dimaksud.

Lantaran tidak ada titik temu
antara warga Gang Keluarga
dan Amen, pihak Satpol PP
Bangka yang berada di lokasi
kemudian menenangkan agar
menyelesaikan permasalahan
dengan damai.

Rivaldi, warga Gang Keluarga
mengatakan, aliran limbah
kotoran yang kerap dibuang
penyewa ruko berceceran
hingga ke pemukiman.

"Kita ingin meminta per-
tanggungjawaban Amen agar

ikut andil pembangunan bandar
untuk mengatasi limbah ini.
Hanya saja tidak ada tanggapan
bahkan ditemui Lurah juga
demikian kayak tidak mau
membantu," sesalnya.

Kabid Penegak Perundang-
undangan Daerah Satpol PP
Kabupaten Bangka, Achmad
Suherman mengaku sudah me-
lakukan kroscek ke lapangan
terkait bau limbah yang
dikeluhkan warga itu.

"Terkait masalah ini, kita
serahkan ke Pak Lurah lah
untuk menyelesaikannya
secara damai, dan kami juga
sudah bertemu dengan Amen
yang menyatakan akan menye-
lesaikan secara kekeluargaan,"
tutupnya. (2nd/6)

Limbang Jaya, Kelurahan Surya
Timur, Kecamatan Sungailiat,
Kabupaten Bangka.

Pencabutan izin pangkalan
itu dilakukan menyikapi surat
dari Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten
Bangka tertanggal 26 Oktober
2019, lantaran pemilik pang-
kalan tertangkap tangan
menjual gas bersubsidi diatas
Harga Eceran Tertinggi (HET).

Hal itu dikatakan Kabid
Penegak Perundang-undangan
Daerah Satpol PP Kabupaten
Bangka, Achmad Suherman
usai menerima surat resmi dari
Disperindag Bangka terkait
pencabutan izin pangkalan gas
di Limbang Jaya yang dilakukan
oleh PT Karya Gas Kencana.

"Jadi Saudara S ini sudah
resmi dicabut izin pangkal-
annya untuk jual gas ber-

Jual Gas Diatas HET, Izin Pangkalan Limbang Dicabut, ...
subsidi," katanya.

Menurut Suherman, penca-
butan izin pangkalan meru-
pakan langkah tepat karena
pemilik pangkalan menjual gas
yang diperuntukan bagi warga
miskin itu diatas HET kepada
warung dan masyarakat.

"Pelanggarannya pangkalan
ini menjual diatas HET yakni
Rp18 ribu/tabung hingga Rp20
ribu dan juga dijual ke warung
diluar pangkalan," imbuhnya.

Berkaca dari pencabutan izin
itu, Suherman menghimbau
seluruh pangkalan di Kabupaten
Bangka untuk menjual gas sesuai
harga yang ditentukan peme-
rintah yakni Rp15.900/tabung-
nya. Mengingat gas tersebut
subsidi dari pemerintah untuk
masyarakat kurang mampu.

"Selain itu, pangkalan
dihimbau untuk tidak menjual

diatas HET. Karena sesuai
intruksi bupati, pangkalan yang
jual diatas HET harus ditindak
tegas. Kepada warga yang ber-
domisil di sekitaran pangkalan
itu beroperasi, laporkan jika gas
dijual diatas HET," ajaknya.

Guna mengantisipasi per-
mainan nakal pemilik pangkal-
an, kata Suherman, pihaknya
kini secara rutin melakukan
sosialisasi ke pangkalan agar
menyalurkan gas bersubsidi
kepada masyarakat dengan
benar.

"Karena izin mendirikan
pangkalan itukan ditanda
tangani oleh masyarakat yang
tinggal di sekitar pangkalan itu
berdiri, jadi gas itu harus dijual
kepada masyarakat setempat
dan jangan dijual ke warung atau
toko," pungkasnya.
(2nd/1)

DPRD Janji Pertahankan Draft RZWP3K
PANGKALPINANG -

Meski hingga kini masih terjadi
pro dan kontra, DPRD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

memastikan akan tetap mem-
pertahankan draft Rencana
Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil (RZWP3K)

Bangka Belitung (Babel) semen-
tara, yang saat ini sedang dikaji
oleh beberapa kementerian.

"Kita diundang beaok (hari

Hari ini Diundang Kementerian pertemuan yang berlangsung di
Jakarta hari ini akan menilai ada
tidaknya tumpang tindih data
yang perlu dikoreksi.

"Hanya sebatas itu, untuk
merubah secara signifikan saya
rasa tidak. Paling cuma per-
ubahan data data administrasi
seperti titik koordinat, pena-
maan yang salah, itu saja,"
katanya.

Lebih lanjut diterangkan
politisi PDIP ini, setelah perte-
muan itu akan ada dokumen
final atas masukan dari kemen-
terian/lembaga yang dibuat
oleh Pokja Pemerintah Provinsi
Babel berdasarkan saran pen-
dapat tersebut.

"Final dokumennya baru
menteri (Kelautan Perikanan)
akan menandatangani, kemu-
dian DPRD bisa mempari-
purnakan untuk pengesahan
perda tersebut," tutupnya.
(ron/1)

"Hanya sebatas itu, untuk
merubah secara signifikan

saya rasa tidak. Paling
cuma perubahan data

data administrasi seperti
titik koordinat, penamaan

yang salah, itu saja,"

Adet mastur
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KOBA - Bupati Bangka Tengah,
Ibnu Saleh melakukan temu lapang-
an petani dan penyuluh untuk mem-
persiapkan Bangka Tengah menuju
Kabupaten Organik Tahun 2021.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh
dinas pangan dan pertanian tersebut
dilaksanakan di Lapangan Bola Desa
Namang, Rabu (4/12/2019).

Dalam kegiatan itu dihadiri Bupati
Bangka Tengah, Kepala Dinas
Pangan, Pertanian, Bapeda, Camat

Namang dan Kades Namang de-
ngan narasumber Nugroho yang
menerangkan tentang penerapan
pupuk organik yang akan dite-
rapkan di Bangka Tengah.

Bupati Bangka Tengah, Ibnu
Saleh memberikan arahan ke-
pada para pengusaha pertanian
bahwa petani di Bangka Tengah
adalah orang-orang yang sukses
mampu menjadi penyuplai sa-
yuran  dan buah yang sudah

terbukti di Bangka Belitung.
“Penanganan lahan pertanian

yang baik ditambah dukungan
pupuk yang akan dipakai oleh
pemerintah, Insya Allah akan mem-
berikan dampak yang lebih baik
kepada pengusaha pertanian yang
ada di Bangka Tengah. Saya juga
pengusaha pertanian, saya juga
petani, tetapi saya terus berinovasi
agar kita semua bisa sukses dalam
usaha pertanian. Ini lebih lagi kita di

Bangka Tengah akan berusaha
untuk lebih menggunakan pupuk
yang organik,” ujarnya.

Kegiatan tersebut dilanjutkan
dengan pemberian bantuan kepada
para pengusaha pertanian di-
wilayah Bangka Tengah yang telah
dibina oleh penyuluh pertanian,
yang nantinya akan memberikan
kemajuan terhadap Bangka Tengah
agar bertambah unggul di bidang
pertanian. (ran/10)

Bupati Temu Petani dan Penyuluh Bangka
Tengah Menuju Kabupaten Organik

Bupati Temu Petani dan Penyuluh Bangka
Tengah Menuju Kabupaten Organik

Bupati Bangka Barat Serahkan
Penghargaan Atas Capaian Target

Penerimaan PBB Tahun 2019
MENTOK - Pemerintah Ka-

bupaten Bangka Barat (Babar)
memberikan penghargaan
atas pencapaian target pe-
nerimaan pajak bumi dan
bangunan sektor pedesaan
dan perkotaan tahun 2019 di
Graha Aparatur Pemkab Ba-
bar, Rabu (4/12/2019).

Penyerahan penghargaan
tersebut dilakukan langsung
oleh Bupati Bangka Barat,
Markus, kepada 29 kepala
desa (kades). Dalam sam-
butannya, Markus menyam-
paikan ucapan terimakasih
dan apresiasi kepada ma-

syarakat yang telah mem-
bayar pajak tepat waktu.

Terkhusus aparat kecamat-
an, desa dan kelurahan yang
telah bekerja keras sehingga
target pajak bisa tercapai.

“Kita patut bersyukur mes-
kipun belum tercapai target,
dari Rp3,5 miliar yang te-
realisasi mencapai Rp3,2
miliar. Kita punya keyakinan
dapat meningkat lebih besar
apabila semua pihak ber-
komitmen meningkatkan pen-
dapatan pajak dengan upaya
nyata. Salah satunya yakni
pemutahiran data seperti di

Kecamatan Tempilang dan
Kelapa,” ungkap Markus.

Dalam kesempatan itu, dia ju-
ga mengharapkan agar para ca-
mat dan lurah kerta kepala de-
sa dapat memberikan pema-
haman arti penting pajak ke-
pada masyarakat. “Kepada juru
pungut juga diharapkan agar
bisa bekerja lebih baik lagi agar
target pajak bisa tercapai se-
belum jatuh tempo,” harapnya.

Hadir dalam acara tersebut
Plt Sekda Babar M Effendi,
para kepala OPD, camat,
lurah, kades serta undangan
lainnya. (wan/10)


